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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur
tentang manajemen ASN, yang mana dalam hal ini tentang masa percobaan CPNS dimana di
atur dalam pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu)

tahun, untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi PNS.

Pelatihan dasar calon PNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar, menciptakan PNS yang
memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari Interfensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan perah sebagai unsure perekat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Harapan baru yang diinginkan dalam perubahan PNS menjadi ASN adalah tidak hanya
perubahan nama saja namun sebagai seorang ASN dituntut untuk mengembangkan kompetensi
mulai dari segi kemampuan, pengetahuan hingga sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan

tugas dan jabatan yang diemban.

Untuk mengalami perubahan yang dimaksud bagi seorang ASN perlu adanya dukungan
dari semua pihak terlebih kepada pihak yang diwajibkan memberikan pendidikan dan pelatihan
terhadap Calon PNS, agar mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam aktualisasi

setiap kegiatan, oleh sebab itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan dasar bagi Calon PNS.

Perlunya akutualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara memiliki kebijakan baru
yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaituPerka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang
pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, telah
menyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dimaksd Calon PNS ini akan mampu
mengaktualisasikan Nilai-Nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas Jabatannya.

B. Deskripsi Organisasi

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsure penunjang DPR, yang berkedudukan

sebagai kesekretariatan lembaga negara yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.



Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi
Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Pimpinan DPR.

Adapun visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR R1 :

Visi : Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang professional,
andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

Misi
1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan,

dan akuntabel;
2. Memperkuat perah keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Profesional, Akuntabilitas dan Integritas untuk mewujudkan visi dan misi Setjen DPR Rl
dalam bertugas untuk mendukung kegiatan DPR RI, Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen
Setjen dan BK DPR Rl membantu mengedukasi masyarakat menganai pentinganya keberadaan
parlemen di sebuah negara serta tugas, fungsi, dan mekanisme kerja DPR RI kepada masyarakat
terutama para siswa dan siswa tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Mahasiswa. Selain itu
Bagian Humas juga menjadi pengelola program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Dimana Bagian Humas akan melayani masyarakat untuk permintaan data seperti Risalah
Undang-Undang, Naskah Akademik, Laporan Keuangan dan lainnya sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tugas Bagian Hubungan Masyarakat menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI, yaitu melaksanakan penerangan dan pelayanan informasi publik. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hubungan Masyarakat;
b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang hubungan masyarakat;

Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat;

g o

Penyiapan bahan materi dan pelaksanaan penerangan tentang keparlemenan;

o

Pelayanan informasi publik;

™

Pelaksanaan kehumasan;



g. Pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat;
h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;
dan

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

SETJEN DPR RI

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

BAGIAN MEDIA BAGIAN BAGIAN TV BAGIAN
CETAK DAN HUBUNGAN DAN RADIO PENERBITAN
MEDIA SOSIAL MASYARAKAT PARLEMEN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENERANGAN PIP

Bagian Hubungan Masyarakat berada di bawah Biro Pemberitaan Parlemen, Deputi
Bidang Persidangan serta Sekretari Jenderal DPR RI. Bagian Humas Setjen DPR RI memiliki
dua sub bagian yaitu sub bagian Penerangan dan sub bagian Pelayanan Informasi Publik. Dalam
hal ini, Humas Setjen DPR RI mempunyai tugas dalam memberikan penerangan terhadap
masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme kerja DPR RI kepada masyarakat terutama

kepada siswa/i.

Dalam fungsi penerangan ini, Humas Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI
memiliki beberapa program yaitu diantaranya program rutin yang dilakukan hampir setiap
harinya adalah menerima kunjungan edukasi dari siswa/i tingkat Taman Kanak-Kanak hingga

tingkat Mahasiswa. Bagian Humas Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI bertugas untuk



memberikan pemahaman mengenai kinerja DPR RI, tugas, fungsi dan mekanisme kerja DPR RI.
Selain itu, dalam tugas penerangan edukasi ini, Bagian Humas Biro Pemberitaan Parlemen
Setjen DPR RI juga mempunyai program yaitu Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus sebagai
bentuk edukasi pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat tingkat SMA dan Mahasiswa.
Dalam program ini, Bagian Humas Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI memberika
pendidikan politik melalui simulasi-simulasi sidang dan perancangan undang-undang yang biasa

dilakukan oleh anggota DPR RI.

Kemudian terdapat fungsi pelayanan informasi publik, Bagian Humas Biro Pemberitaan
Parlemen Setjen DPR RI diberikan wewenang untuk mengelola pelayanan informasi publik
dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah sebuah amanat dari
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus
dilakukan seluruh instansi pemerintahan. Bagian Humas, mengelola PPID dengan menerima
seluruh permohonan yang dilakukan oleh masyarakat melalui sistem online. Seluruh
permohonan data diarahkan melalui website ppid.dpr.go.id dan data yang dimohonkan akan

diberikan melalui online pula dengan bentuk softcopy melalui websie ppid.dpr.go.id.

Dalam melakukan seluruh fungsinya, Bagian Humas Biro Pemberitaan Parlemen Setjen
DPR RI adalah salah satu bagian yang langsung bertatap muka dengan masyarakat luas, oleh
karena itu sebagai staff humas, seluruhnya dituntut untuk profesional, transparan, dan bekerja
total dan tuntas untuk mendapatkan kepuasan masyarakat yang maksimal atas pelayanan Setjen
DPR RI. Bagian Humas Setjen DPR RI ini adalah sebagai wajah dari lembaga DPR RI untuk

dapat memberikan citra yang positif dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.






BAB II
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi
1. Mengidentifikasi Isu

Pelayanan yang diberikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari
Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
adalah menyediakan data-data informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik.
Pelayanan ini sudah dilaksanakan dari 1 April 2010 hingga saat ini dengan berbagai metode.
Di awal penerapan keterbukaan informasi publik, layanan PPID diberikan dalam bentuk
pelayanan secara langsung, seperti melalui surat, faksimile, email maupun telfon. Berbagai
akses ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Pada tahun 2017 PPID DPR RI sudah mengalami perkembangan dengan
melibatkan Teknologi Informasi di dalamnya. Semua akses pelayanan publik yang
diberikaan diintegrasikan ke dalam website dengan tujuan memudahkan sistem pendataan
pemohon dan permohonan informasi publik. Masyarakat kini tidak lagi harus datang
langsung ke kompleks partemen DPR RI dan dapat diakses dimana saja menggunakan
internet. Layanan PPID DPR RI hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan metode-
metode yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses website PPID hingga mudah
dalam membuat permohonan dan menerima permohonan. Dikarenakan, layanan PPID
berbasis digital ini masih terhitung baru dan masith dikembangkan, tayanan PPID belum
menerapkan evaluasi kinerja PPID dengan terukur. Menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayaman pengelolaan informasi publik
menjadi bagian pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh payung
hukum yaitu undang-undang. Datam undang-undang ini juga mengatur segala kualitas
pelayanan dan proses birokrasi yang dilakukan oleh pelayan publik.

Layanan PPID yang belum terukur ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap
kemajuan layanan PPID karena petugas PPID tidak mengetahui langsung hal apa yang
dipikirkan oleh masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Jika
evaluasi yang dilakukan terus tidak terukur, petugas PPID akan terus melakukan
perkembangan tanpa dasar data yang jelas atau bahkan tidak melakukan evaluasi sama sekali



mengenai pelayanan yang sudah diberikan. Sedangkan, menurut survey yang dilakukan oleh
Indonesia Parliamentary Center menunjukkan bahwa DPR RI mempunyai kepercayaan

publik terendah dibandingkan dengan lembaga lainnya.

TANTANTAN DPR | TINGKAT KEPERGAYAAN PUBLIC

Mwbw%wm
kepehwgaaw |

pUb% MPR MA KX PRESIDEN

SURVELLSI 1115 DES 2015, JUMLAH RESPONDEN 1200.
METODE: MULTISTAGE RANDOM SAMPLING. MARGIN OF ERRON : 2.9 %.

Gambar I. Survey yang dilakukan oleh Indonesia Parliamentary Center 2018

Oleh karena itu, jika terus tidak terdapat evaluasi teruku hal tersebut akan membuat
kepercayaan publik terhadap DPR RI terus berada di tingkat yang sama. Selain itu, pada
survey lainnya yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia
(APJII) tahun 2017, pemanfaatan internet di bidang pelayanan publik terdapat 16,17%
masyarakat Indonesia mengakses layanan publik mengenai informasi Undang-
Undang/peraturan dalam PPID, angka tersebut lebih besar dari pelayanan publik lainnya. Hal
ini yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Bagian Humas untuk terus meningkat layanan

PPID karena masyarakat Indonesia terhitung tidak sedikit yang mengakses layanan PPID.



PEMANFAATAN INTERNET BIDANG LAYANAN PUBLIK

100 1
90 T
80 T

70 T
60 T

<1 16,17%

40 £
INFORMAS e
30 +  UNDANG - UNDANG / n rn
PERATURAN Q RRY,
v 120 apoman pencaouny

or o 1251%  11,78%

10 T

e T

0
INFORMAS! PENDAF TARAN LAPOR PAJIAK
ADMINISTRASI KIP/SIM/PASPOR
/aps

Gambar 2. Laporan Survey APJII 2017

Dalam mengembangkan website PPID pula peran masyarakat yang sudah mengakses
website PPID diperlukan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang user (masyarakat)
yang menggunakan website tersebut. Selama ini, petugas PPID hanya meraba-raba hal apa
yang sekiranya masih perlu dikembangkan atau pun tidak, tidak terdapat data yang jelas
mengenai bagian mana yang dapat dikembangkan ataupun diperbaiki dari sistem PPID. Hasil
evaluasi yang telah dihasilkan pula tidak dipublikasikan kepada masyarakat, serta laporan
PPID mengenai jumlah pemohon yang meminta data dan data apa saja yang tersedia dan
tidak tersedia dipublikasikan dalam website tetapi tidak ter-update dengan baik.

Evaluasi layanan PPID yang belum terukur ini belum menerapkan pelayanan
publik dan meningkatkan komitmen mutu yang baik karena tidak terdapat Indeks Kepuasan
Masyarakat yang diterapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini akan menimbulkan inovasi
yang terus akan bermunculan untuk dapat memperbaiki layanan PPID yang lebih ramah
pengguna serta menimbulkan kepuasan masyarakat atas pelayanan PPID baik dari sistem
yang dihadirkan hingga petugas PPID yang harus senantiasa membantu dan menerapkan

keramahan serta 5S (Salam Senyum Sapa Sopan Santun).
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Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Kriteria
No Isu Jumlah Nilai
U S G
1 Evaluasi Layanan PPID yang Belum Terukur ) S 5 15
2 Website PPID yang Belum User Friendly 5 4 4 13
3 Kurang Optimalnya Akun @edukasiparlemen 4 3 S 12

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :

1) Isu ke- pertama dengan rumusan isu: Evaluasi Layanan PPID yang Belum Terukur

11




2. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

Hubungan Masyarakat
1.Evaluasi Layanan PPID yang Belum Terukur
2.Website PPID yang Belum User Friendly

3.Kurang Optimalnya Akun @edukasiparlemen
Evaluasi Layanan PPID yang Belum Terukur

Kinerja Layanan PPID yang Terukur

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Kontribusi
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkait;n Substansl S5ah Terhadap Visi dan Fenguatan Niisl
elatihan Organisasi
Misi Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

15 Penyusunan Research indikator | Kuisioner Indeks | Pada saat melakukan research | Penyusunan survey | Dalam kegiatan
Survey Indeks pelayanan public Kepuasan pelayanan publik saya akan | kepuasan penyusunan survey
Kepuasan Penyusunan Masyarakat PPID | mencari data sebanyak- | masyarakat ini akan | kepuasan
Masyarakat feilsiciies oiie dengan  adanya | banyaknya mengenai | memunculkan masyarakat ini akan

) kuisioner Indeks | indikator pelayanan publik | indikator-indikator memperkuat nilai
Konsultasi dengan Kepuasan dengan berintegritas | yang dapat menilai | orgasasi profesional,
Pranata Humas Masyarakat Maka | (berlandaskan dengan | layanan dan kinerja | akuntabel, dan
Konsultasi dengan | evaluasi yang | undang-undang atau | suatu pelayanan | integritas yang
Kepala Subbagian dilakukan peraturan pemerintah) serta | publik. Penyusunan | seluruhnya didasari
dan Kepala Bagian | petugas PPID | bertanggung jawab atas hasil | yang dilakukan | dengan religius.
Melakukan uji akan terukur research yang saya temukan | dengan baik akan | Dengan membuat

(Akuntabilitas) tidak lupa | menghasilkan penyusunan survey
coba survey saya juga akan melakukan | survey yang baik, | ini CPNS
research dengan teliti dan | netral dan adil, hal | menerapkan
disiplin sesuai dengan | ini akan | keprofesionalitasan,
timeline yang sudah | meningkatkan integtritas, dan
ditetapkan (Etika Publik) | kepercayaan publik | akunabel karena
selanjutnya saya akan | terhadap DPR RI | memakai indikator-
menyusun kuisioner survey | serta meningkatkan | indikator sesuai
kepuasan masyarakat secara | citra DPR RI untuk | dengan aturan
offline sesuai dengan | dapat mendukung | perundang-
indicator-indikator hasil | kinerja anggota | undangan dan
research yang saya lakukan. | dewan dengan | pemerintah serta
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No

Kegilatan

Tahapan Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan

Kontribusi
Terhadap Visi dan
Misi Organisasi

Penguatan Nilai
Organisasi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dalam membuat kusioner
offline ini saya akan
membuatnya dengan teliti,
cermat, dan menggunakan
kata-kata yang mudah
dipahami oleh masyarakat
{Komitmen Mutu). Kemudian
saya akan  berkonsultasi
kepada atasan saya dan
pranata humas dengan
menghargai masukan/saran,
kerjasama yang diberikan
serta berkomunikasi dengan
baik (Etika Publik) serta
memaparkan seluruh
indikator yang telah saya
temukan dan susun tanpa
ada yang ditutupi
(Akuntabilitas) setelah
berkonsultasi, saya akan
melakukan uji coba indikator
yang sudah tersusun untuk
memastikan pertanyaan tepat
sasaran dan pertanyaan yang
dapat memaharmi
masayarakat (Komitmen
Mutu)

professional dan

akuntabel

dikonsultasikan
dengan rekan kerja
serta atasan.

Penyebaran Survey
Indeks Kepuasa
Masyarakat

Pembuatan
Kuisioner IKM
dalam Google Form
Pemberitahuan
teknis penyebaran
kepada petugas
PPID

Data Kuisioner
Kepuasan
Masyarakat
Layanan PPID
dengan  adanya
data kuisioner ini
maka petugas
PPID akan

Pada kegiatan ini saya akan
memulai dengaan pembuatan
kuisioner IKM dalam Google
Form dengan teliti, cermat,
dan disiplin agara tidak ada
pertanyaan yang salah atau
typo untuk disebarkan (Etika
Publik) dalam pembuatan

Penyebaran Indeks
Kepuasan

masyarakat melalui
metode online ini
akan meningkatkan
efektifitas dan
efisiensi  pengguna
untuk dapat menilai

Kegiatan
penyebaran
kepuasan
masyarakat
memperlihatkan
bahwa kegiatan ini
memperkuat nilai
akuntabilitas,

indeks
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Kontribusi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkait;nl:tt;::;ansi Mata Terhadap Visi dan Pe:(t)gua:ai: Niila i
¢ Misi Organisasi rganisas
1, 2. 3. 4, 5. 6. 7.
- Penyebaran IKM mengetahui data | kuisioner IKM juga saya akan | layanan publik yang | intergritas, dan
Kepada Pemohon angka pelayanan | menerapkan kata-kata yang | DPR Rl  berikan. | profesional dan
PPID selama ini baik tanpa menyinggung | Dengan adanya | religius dibuktikan
salah satu pihak (Etika | penyebaran IKM | dengan CPNS
Publik) juga memastikan | berbasis digital ini| melibatkan
pertanyaan yang saya gjukan | diterapkan oleh DPR | masyarakat dalam
dalam google form dipahami | dengan  mengikuti | meningkatkan
dengan baik oleh masyarakat | perkembangan pelayanan DPR RI

dan data pengisi kuisioner
dijaga dengan baik
(Komitmen Mutu} setelah
selesai pembuatan IKM
dengan Google Form, saya
akan terlebih dahulu
memberitahukan teknis

penyebaran kuisioner dengan
petugas PPID dengan sejelas
jelasnya agar pertanyaan
dapat tepat sasaran
(Akuntabilitas) setelah
petugas PPID merasa jelas,
mulailah melakukan
penyebaran IKM  melalui
Google Form serta terus
berkoordinasi dan
bekerjasama secara teknis
dengan petugas PPID dalam
melaksanakan penyebaran
IKM {Whole of
Governement/Penyebaran

IKM melalui Google Form juga
tidak memilih milih pemohon
untuk mengisi IKM dengan
hal itu semua masyarakat
dapat menilai pelayanan dan

zaman, publik akan
lebih percaya dan

merasa  dilibatkan
dalam
perkembangan
layanan yang
dilakukan oleh
pemerintah. Hal ini
pula akan
meningkatkan citra
DPR RI untuk ke
depannya. Dengan
citra yang positif
akan terdapat
dukungan dari

masyarkat dan dapat
mendukung kinerja

anggota DPR RI
secara professional
dan anadal.
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Kontribusi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkait;nl:tl;:::anai . Terhadap Visi dan Pe:(x)gnai;: l;liila i
¢ Misi Organisasi rganisa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
memberikan masukan
(Naslonalisme) serta saya
juge tidak akan meminta atau
menerima pungutan biaya
atau hadiah apapun dalam
rangka penyebaran IKM ini
{Anti Korupsi)
3. Analisis Dat Analisis data IKM Data Hasil (| Dalam kegiatan analisis data | Analisis data | Kegiatan analisis
Survey Indek Konsultasi dengan | Kinerja Pelayanan | kepuasan masyarakat ini saya | kepuasan kepuasan
Kepuasan Pranata Humas PPID. Dengan | akan menganalisis dengan | masyarakat ini | masyarakat layanan
Masyarakat Konsultasi dengan adanya data hasil | teliti, cermat, dan disiplin | berkonstribusi PPID ini  dapat
Layanan PPID ° g kinerja pelayanan | sesuai timeline yang telah | untuk mengetahui | menguatkan nilai
Kepala SubBag{an PPID maka | saya sendiri tentukan | bagaimana layanan | organisasi dengan
dan Kepala Bagian | petugas PPID | (Akuntabilitas) saya juga | yang telah diberikan { menerapkan  nilai
mengetahui akan objektif dan netral | DPR RI melalui PPID | akuntabel,
kinerjanya sudah | dalam melakukan analisis | dengan memberikan | intergritas,
baik atau belum | untuk mendapatkan hasil | data yang jelas dan | professional dan
dan apa yang | analisis yang akurat dan tepat | pasti untuk | dilandasi dengan
harus {Etika Publik) dalam | mengukur sebuah | religious, hal ini
ditingkatkan melakukan analisis data IKM | layanan publik. Hal | dibuktikan dengan
ini saya juga akan | ini dapat | analisis data
melakukann koordinasi | memberikan kepuasan
dengan petugas PPID serta | konstribusi  positif | masyarakat
Pranata Humas yang terlibat | untuk bahan | dilakuakan dengan
untuk memastikan semua | evaluasi internal | cermat, nertral dan
data dari google form | petugas dalam terus | tidak  dikriminatif.
terkumpul semua  tanpa | meningkatkan Nilai nilai itu lah
terlewat {Whole of | layanan publik yang | yang dapat
Governement) setelah | terus lebih baik lagi. | menguatkan nilai
melakukan analisis dan | Jika pelayanan PPID | organisasi yaitu RAPI
mendapatkann hasil data | terus membaik dan
pelayanan PPID saya akan | memudahkan
mengkonsultasikan  kepada | masyarakat, maka
Pranata Humas dan atasan | kepercayaan publik
dengan menghargai | terhadap  layanan
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Ladd v

Kontribusi

disampaikan saat
evaluasi kinerja
pelayanan PPID

Governmentjberkoordinasi

dengan  komunikasi yang
baik, sopan dan santun
kepada sesama rekan kerja,
senior serta atasan untuk
mengpublikasikan rapat
evaluasi  pelayanan  PPID

meningkatkan

pelayanan terutama
pada bidang PPID,
Evaluasi ini juga
akan menimbulkan
inovasi-inovasi yang
berdasarkan data

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkait:n Substansi Mata Terhadap Visi dan Penguatan Nilai
elatihan Misi Or Organisasi
ganisasi

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.

masukan/saran yang | DPR RI akan
diberikan serta terus menjalin | meningkat serta
komunikasi dengan  baik | citra DPR RI akan
untuk mendapatkan analisis | terus cenderung
yang berkualitas {Etika | positif. Dengan
Publik) pada saat | meningkatnya

berkonsuitasi saya juga akan | kepercayaan publik
melakukan musyawarah atas | dan  citra  yang
hasil analisis yang didapat | positif akan
dengan atasan dan pranata | meningkatkan

humas untuk mendapatkan | kinerja anggota
hasil yang mufakat dan tidak | dewan dengan
menyinggung salah  satu | profesiona, andal,
pihak (Nasionalisme) dan akuntabel.

4, Evaluasi  Kinerj Perencanaan Rapat | Laporan Singkat | Kegiatan ini berbentuk rapat | Evaluasi kinerja | Kegiatan evaluasi
Survey Indek Evaluasi Pelayanan | Evaluasi Kinerja | evaluasi dan rapat koordinasi | layanan PPID ini | kinerja pelayanan
Kepuasan PPID Pelayanan PPID, | menanggapi hasil Indeks | akan berkonstribusi | PPID dapat
Masarakat Publikasi Rapat dengan adanya | Kepuasan Masyarakat | untuk seluruh | meningkatkan nilai
Pelayanan PPID . P laporan ini maka | mengenai layanan  PPID, | elemen bagian | dasar organisasi

Evaluasi kepada internal sebelum melakukan kegiatan | humas mengetahui | dengan menerapkan
petugas PPID organisasi akan | ini saya akan menginisiasi | tentang layanan | nilai intergritas,
Rapat Evaluasi mengetahui perencansannya dengan | PPID dan kinerja | professional, dan
Layanan PPID bagaimana berkoordinasi bersama admin { pegawainnya dengan | akutabel yang
Pembuatan kinerja layanan | untuk mengurus alur | data yang jelas. Hal | seluruhnya dilandasi
Laporan Singkat PPID secara | birokrasinya serta petugas | tersebut akan | oleh nilai religius,
hasil rapat evaluasi terukur serta | PPID, Pranata Humas, serta | membuat bagian | hal tersebut
o inovasi-inovasi atasan untuk dapat hadir | humas mempunyai | dibuktikan dengan
kinerja yang dalam evaluasi (Whole of| dasar untuk terus | kegiatan evaluasi ini

akan
dengan
yang

diajalankan
koordinasi

baik,
transparan, dan
memancing inovasi-
inovasi yang dapat
menambah kualitas
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Kontribusi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan | Output / Hagil | Keterkaitan SthstansiMata | yo pogap visidan | FoREuaten Nial
© Misi Organisasi ganisas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

{Etika Publik) saat | yang dihasilkan oleh | nilai organisasi yaitu

melaksanakan evaluasi saya | IKM untuk | nilai RAPI.

akan membuka hasil IKM | perkembangan

pelayanan PPID dengan | layanan PPID DPR

transparan tanpa ditutup ( RI dalam

tutupi untuk seluruh elemen | pengembangan

yang bersangkutan dengan | website maupun

pelayanan PPID mengetahui | komitmen petugas

bagaimana layanan PPID di| PPID yang akan

mata masyarakat sebenarnya | berhadapan

{Akuntabilitas) pada rapat ini | langsung dengan

apapun hasil analisisnya, | masyarakat. Inovasi

saya akan menyampaikan { yang akan terus

kepada seluruh petugas PPID | muncul dan

dan yang bersangkutan untuk | direalisasikan akan

berorientasi pada mutu | dapat menunjang

pelayanan, membangun | perkemabangan

budaya mutu yang baik, dan
membangun komitmen
petugas PPID dan seluruh
elemen yang bersangkutan
untuk mengedepankan mutu
pelayanan. {(Komitmen Mutu)
Tidak lupa pula saat evaluasi
berlangsung saya akan
membuka kesempatan untuk
memberikan masukan untuk
berinovasi sesuai hasil
analisis dan berdiskusi
mengenai inovasi-inovasi yang

layanan PPID yang
terus lebih baik dan
mudah diakses oleh
masyarakat. Hal
tersebut kembali
akan menimbulkan
kepercayaan publik

terhadap kinerja
DPR RI dan
menimbulkan citra

yang positif. Hal
tersebut dapat
menunjang kinerja

telah diajukan forum hingga | DPR  RI secara
menemukan kata sepakat | akuntabel dan
(Nasionalisme) setelah | professional.
melakukan rapat evaluasi

layanan PPID dan
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Kontribusi

yang baik, dan kerjasama

mendukung kinerja

No Kegilatan Tahapan Keglatan Output / Hasil Keterkait;::tt;:::ansi Mata Terhadap Visi dan Pegﬁ“ﬁ::::hi
Misi Organisasi ga
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
mendapatkan beberapa
inovasi untuk
mengembangkan layanan
PPID saya akan menyusun
laporan singkat sebagai
bentuk tanggung jawab saya
yang telah melaksanakan
rapat evaluasi dan diketahui
oleh atasan saya
{Akuntabilitas)
5. Publikasi Laporan Penyusunan Laporan Pada kegiatan ini saya | Kegiatan publikasi | Publikasi laporan
Pelayanan PPID Laporan Pelayanan | tercantum di | menyusun laporan pelayanan { laporan pelayanan | pelayanan PPID
PPID website, dengan | PPID secara  keseluruhan | PPID ini { dapat menguatkan
Konsultasi dengan adanya laporan | termasuk jumlah permohonan | berkontribusi untuk | nilai organisasi yaitu
ini masyarakat | dan pemohon yang sudah | membantu kinerja | nilai akunatabel,
Pranata Humas dapat mengetahui | masuk  serta  bagaimana | anggota dewan | profesional,
Konsultasi dengan | gpa yang sudah |layanan PPID di mata | dengan akuntabel, | integritas yang
Kepala SubBagian | dilakukan  oleh | masyarakat. Laporan yang | transparan dan | semua nilai  itu
dan Kepala Bagian | petugas saya susun akan dikerjakan | profesional karena | dilandasi oleh nilai
Upload laporan ke | pelayanan  PPID | secara cermat, teliti, dan | dengan adanya | religius. Hal tersebut
website secara terukur | disiplin sesuai timeline yang | publikasi  laporan | dibuktikan dengan
d.d id untuk sudah saya tetapkan (Etika | pelayanan PPID, | pempublikasian
ppic.dpr.go.1 meningkatkan Publik).Laporan yang akan | masyarakat akan | laporan  pelayanan
pelayanan  PPID | saya buat akan ditampilkan | mengetahui kinerja | PPID ditampilkan
lebih baik lagi secara lengkap, mudah | seluruh elemen DPR | dengan transparan
dipahami, serta tepat waktu | RI dan hal tersebut | serta melibatkan
(Akuntabilitas). Setelah | dapat meningkatkan | koordinasi bersama
laporen saya susun, saya | kepercayaan sektor terkait dengan
akan mengkonsultasikan | masyarakat dan | professional.
laporan kepada Pranata | citra yang positif
Humas dan atas untuk | terhadap  instansi
mendapatkan masukan, | DPR RI yang
mengedepankan komunikasi | beriringan dengan
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Kontribusi

No Kegiatan Tahapan Keglatan Output / Haslil Keterkait;nhili;g:tansi Mata Terhadap Visi dan Pe!(;grn:tai: lziﬂa 4
° n Misi Organisasi ganlaa

1. 2, 3. 4, 5. 6. 7.

yang baik (Etika Publik) jika | anggota dewan

terdapat hal yang bermasalah | secara  akuntabel,

dalam penyusunan laporan, | transparan dan

saya akan berdiskusi dan | professional.

bermusyawarah untuk

mendapatkan kata sepakat

untuk mempublikasikan

laporan tersebut

{(Nasionalisme) setelah

laporan selesai

dikonsultasikan dan  siap
untuk dipublikasikan saya
akan berkoordinasi dengan
BDTI untuk dapat
mengunggah laporan layanan
PPID ke website PPID (Whole
of Governement]. Dalam
laporan yang saya buat akan

dapat diakses siapapun
dengan mudah dan
transparan serta tidak pungut
biaya {Akuntabilitas,
Komitmen Mutu, Anti
Korupsi dan  Pelayanan
Publik)
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3. Tujuan
Dengan adanya Survey Kepuasan Masyarakat ini maka pelayanan PPID oleh petugas akan diukur dengan material material

yang lebih konkret dan terukur. Dengan adanya survey ini juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan
kritik dan sarannya atas pelayanan yang diberikan. Dari hasil survey ini, petugas PPID akan mempunyai dasar evaluasi dan

akan melakukan inovasi dan perbaikan sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI
Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi (Jika Isu nya hanya 1)

No

Kegiatan/ MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER

Tahapan Kegiatan I II | III | IV I II | III | IV I II | III | IV I II | II1 | IV I II

III

v

Penyusunan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat

a) Research Indikator
Survey

b) Kongultasi dengan
Pranata Humas

c) Konsultasi dengan
Atasan

d) Melakukan Uji Coba
Indikator Survey

Penyebaran Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat

a) Pembuatan Kuisioner
IKM dalam Google Form

b) Pemberitahuan teknis
penyebaran kepada
petugas PPID

c) Penyebaran IKM Kepada
Pemohon
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Kegiatan/ “-I"ﬂ--ﬁ_ AGUSTUS SEPTEMBER

Tahapan Kegiatan

Anahsxs Indeks
Kepuasan Masyarakat
Layanan PPID

a)Anahsls data IKM

b)Konsultasi dengan Pranata ...-- .
Humas

c) Konsultasi dengan atasan

" el ----.-.....-.---.---
PPID
b t .-....--.-.... --.--
Evaluasi Pelayanan PPID

b) Publikasi Rapat Evaluasi
PSSR E EEEE
c) Rapat Evaluasi Layanan
SR EEEEEEEEEEEEEEEE e
IIIIIIIIIIII---I----
hasxl rap at evaluasx kme a




5. Aktualisasi

a. Dasar Kegiatan

Laporan Kegiatan Aktualisasi berdasarkan rancangan aktualisasi yang telah dibuat pada
bulan Mei dilakukan untuk memenuhi capai nilai yang ditentukan berdasarkan perka LAN No 21
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan 111, dengan tujuan menciptakan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayanan
masyarakat.

Untuk memenuhi tujuan tersebut salah satu persyaratannya adalah mengikuti rangkaian
Diklat CPNS yang saat ini masih berlangsung dengan kegiatan off campus untuk menyelesaikan
aktualisasi dari nilai-nilai yang saya pelajari selama off campus. Dalam menyelesaikan isu yang
sudah saya angkat, saya harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar dari pentingnya program PPID dalam sebuah
instansi negara. Selain itu untuk mengukur evaluasi pelayanan publik PPID ini saya
menggunakan dasar Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat.

Pada setiap pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat, pemerintah
menganjurkan untuk dapat mengadakan evaluasi yang terukur sebagai bentuk Reformasi
Birokrasi. Setiap instansi harus memberikan pelayanan birokrasi yang mudah, efektif dan efisien
bagi masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu, PPID yang tergolong dalam pelayanan
publik dan langsung dirasakan oleh salah satu publik DPR RI, yaitu masyarakat, haruslah
memberikan pelayanan yang terbaik setiap harinya. Dengan adanya evaluasi yang terukur dan
jelas melalui survey ini, PPID akan terus dapat berinovasi dan berkembang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang terbiasa menggunakan pelayanan ini.

Dalam menerapkan layanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan serta
optimal, pelaksanaan tugas PPID berkoordinasi dengan seluruh unit kerja sebagai pengelola
informasi dan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, antara lain:

1. SOP VERIFIKASI DATA PEMOHON

2. SOP PIP DATA TERBUKA TERSEDIA DI PIP

3. SOP PIP DATA TERBUKA TIDAK TERSEDIA DI PIP
4. SOP PIP DATA TERTURUP-RAHASIA

22



5. SOP PENCARIAN DATA DI UNIT TERKAIT
6. SOP PENYAMPAIAN DATA KE PEMOHON

7. SOP PENGAJUAN DAN PENYELEf4

AA

MEBER2AA RN

8. SOP PENGAJUAN DAN PENYELESATAN SENGKETA

1.

Layanan informasi dilakukan setiap hari }rja dari hari Senin sampai Jum’at
mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Pelayanan
informasi publik sepanjang tahun 2017 terinci sebagai berikut :

Pemohon informasi publik berjumlah 1025 orang dengan jumlah permintaan
informasi publik sebanyak 1894.

2. Jumlah permintaan informasi publik yang dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya
adalah 822 informasi.

3. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 203 informasi dengan
alasan informasi dikecualikan dan tidak berada pada penguasaan PPID.

TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
NO. BULAN DIBERIKAN DITOLAK
SELURUHNYA SEBAGIAN DIKECUALIKAN | TIDAK DIKUASAI

1 JANUARI 61 5 0 9

2 PEBRUARI 67 5 0 13

3 MARET 60 7 1 15

4 APRIL 61 5 0 9

S MEI 53 9 0 19

6 JUNI 48 15 0 13

7 Jull 48 3 0 14

8 AGUSTUS 40 5 0 25

9 SEPTEMBER 35 9 0 9

10 | OKTOBER 57 4 0 19

11 NOPEMBER 136 22 0 33

12 | DESEMBER 63 4 0 24
JUMLAH 729 93 1 202

Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2017
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NO. BULAN JENIS LAPORAN YANG DIMINTA
RISALAH | NASKAH AKADEMIK | LAPORAN KEUANGAN | LAIN - LAIN
1 JANUARI 80 56 0 9
2 PEBRUARI 103 55 0 11
3 MARET 105 60 0 17
4 APRIL 48 28 0 8
5 MEI 90 61 0 14
6 | JUNI 77 54 0 16
7 JULI 67 37 0 16
8 AGUSTUS 100 30 1 9
9 SEPTEMBER 82 49 0 7
10 | OKTOBER 109 34 0 11
11 | NOPEMBER 178 124 0 81
12 | DESEMBER 32 21 0 3
JUMLAH 1082 609 1 202

Tabel 2. Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2017 berdasarkan Jenis Laporan yang
Diminta

Dalam rekapitulasi permohonan informasi publik tahun 2017 terlihat terdapat 1.025
pemohon yang masuk melalui PPID Setjen DPR RI dengan rincian permintaan data; 1.082
Risalah Undang-Undang, 609 Naskah Akademik, 1 Laporan Keuangan, dan 202 tergolong data
lainnya. Hal ini menandakan bahwa PPID Setjen DPR RI mengalami fraffic permohonan yang
cukup ramai. Dengan traffic yang cukup tinggi dalam permohonan PPID Setjen DPR RI, Setjen
DPR RI harus lah terus mengevaluasi diri untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk
masyarakat. Akan tetapi, selama ini PPID Setjen DPR RI yang dikelola oleh Humas, Biro
Pemberitaan Parlemen DPR RI masih mengevaluasi pelayanan PPID melalui perkiraan dan
pernyataan masyarakat yang tidak tercatat dengan jelas. Hal ini menyebabkan perkembangan
atau evaluasi yang akan dijalankan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu saya menginisasi untuk
mengadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis digital. Dikarenakan layanan PPID
Setjen DPR RI sudah berbasis digital, survey yang dilakukan kepada masyarakat pun harus
berbasis digital pula. Saya menggunakan Google Form sebagai media Survey Kepuasan
Masyarakat layanan PPID Setjen DPR RI. Pemohon dapat mengisi surveynya dengan membuka
link di kolom permohonan data yang akan diberikan oleh admin.

Survey serta laporan yang saya tampilkan adalah sesuai pemeringkatan Komisi Informasi

Pusat mengenai pemeringkatan PPID. Dalam survey yang saya buat, saya masih belum dapat
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melakukan survey yang langsung men-direct pemohon untuk mengisi survey dikarenakan
website PPID yang masih dalam perkembangan oleh tim BDTI Setjen DPR RI. Oleh karena itu,
saya melakukan survey PPID menggunakan Google Form dengan optional apakah pemohon
ingin mengisi survey atau tidak. Dalam satu bulan penyebaran kuesioner yang saya lakukan, saya

mendapatkan 124 responden yang mengisi kuesioner tersebut. Hasil kuesioner akan ditampilkan
di akhir laporan.

b. Aktualisasi Kegiatan
Gagasan Isu : Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1. Penyusunan Survey - Researchindikator pelayanan publik
Indeks Kepuasan - Penyusunan kuisioner offline
Masyarakat - Konsultasi dengan Pranata Humas

- Konsultasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Bagian
Melakukan uji coba survey

2. Penyebaran Survey - Pembuatan Kuisioner IKM dalam Google Form

Indeks Kepuasan - Pemberitahuan teknis penyebaran kepada petugas PPID
Masyarakat - Penyebaran IKM Kepada Pemohon

3. Analisis Data Survey - Pembuatan Kuisioner IKM dalam Google Form

Indeks Kepuasan - Pemberitahuan teknis penyebaran kepada petugas PPID
Masyarakat Layanan Penyebaran IKM Kepada Pemohon

PPID
4, Evaluasi Kinerja Survey | - Perencanaan Rapat Evaluasi Pelayanan PPID
Indeks Kepuasan - Publikasi Rapat Evaluasi kepada petugas PPID
Masarakat Pelayanan - Rapat Evaluasi Layanan PPID
PPID Pembuatan Laporan Singkat hasil rapat evaluasi kinerja
5. Publikasi Laporan - Penyusunan Laporan Pelayanan PPID

Pelayanan PPID - Konsultasi dengan Pranata Humas

- Konsultasi dengan Kepala SubBagian dan Kepala Bagian
- Upload laporan ke website ppid.dpr.go.id
Tabel 3. Tabel Kegiatan Aktualisasi

e Kegiatan 1 : Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyusunan survey indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan untuk menyusun material-
material yang akan dianalisis dalam survey yang akan disebarkan kepada masyarakat. Dalam
penyusunan survey ini, saya tetap sesuai dengan pedoman yang telah baku yaitu dari
PermepanRB Nomor 16 Tahun 2014. Penyusunan survey indeks kepuasan masyarakat ini
melibatkan tahapan research untuk material-material pertanyaan apa saja yang harus masuk

dalam kuesioner, kemudian penyusunan kuesioner offlinesebagai draft rancangan, kemudian

25




dikonsultasikan kepada pranata humas dan atasan untuk memperoleh masuk-masukan mengenai

pertanyaan yang baik dilontarkan kepada masyarakat.
Tahapan :
1. Research indikator pelayanan publik

Research yang saya lakukan untuk mendapat indikator survey kepuasan masyarakat
adalah dengan mencari dasar-dasar peraturan yang melibatkan pelayanan publik serta pedoman/
tata cara pembuatan survey kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan publik. Saya
melakukan research ini dengan mencari data-data melalui internet maupun konsultasi dengan
pranata humas dan atasan yang pernah melalukan audit humas. Dalam melaksanakan research
ini saya harus dapat mempertanggung jawabkan seluruh indikator-indikator yang sudah saya cari
datanya sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah (Akuntabilitas). Saya juga
melaksanakan tahapan ini sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan dengan disiplin dan

tepat waktu.

Gambar 3. Melakukan Research Indikator Survey Kepuasan Masyarakat
Tanggal 25 Mei 2018
2. Penyusunan Kuesioner Offline
Setelah melakukan research mengenai indikator survey kepuasan masyarakat,

saya telah mendapatkan material-material yang akan ditampilkan pada pertanyaan
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kuesioner sesuai dengan PermenpanRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey
Kepuasan Masyarakat. Hasil research tersebut saya tuangkan dalam pertanyaan-
pertanyaan yang nantinya akan menjadi indikator dalam Survey Kepuasan Masyarakat
Layanan PPID Setjen dan BK DPR RI. Saya tuangkan pertanyaan pertanyaan tersebut
dalam bentuk offline dengan format word sebelum saya tuangkan secara online. Dalam
menyusun kuesioner offline ini saya menyusunnya dengan teliti tanpa harus terlewat satu

indikator pun sesuai dengan PermepanRB Nomor 16 Tahun 2014(Komitmen Mutu)

fia0ne

Pertanyaan Survey IKM PPID Setjen & BK DPR RI

1. Apakah menurut saudara pelayanan PPID Setien & BK DPR RI dapat diakses dengan prosedur yang
mudzh?
Ticak Mudah 1 2 3 4 Sangat Mudah

2. Apakah menurut saudara petugas memberikan pelayanan vang jelas?
Tigak Jelas 12 3 4 Sangat Jelas

3. Bagaimand menurut saudara mengenai kedisiplinan (petugas memulai layanan tepat wakty, pukul
09.00-15.00) petugas dalam memt#dkan pelayanan PPID Setjen & BK DPR RI?
Tidak Disiplin 1 2 3 4 Sane#=®yDisiplin

memberikan layanan PPID?
Ticgak Baik 12 3 4 Sapgat Baik

S. Apakah menurut saudara petugas PPID Setjen & BK DPR B)_ telah memberikan respons pelayanan
dengan cepat?
Tidak Cepat 12 3 4 Sangas Cepat

6. Apakah menurut saudara, petugas PPID Setjen & BK DPR B telah membearikan pelayanan dengan
sopan dan ramah?
Ticak Sopan 1 2 3 4 Sangat Sop2n

7. Saatini, pelayanan PPID Setjen & BKDPR Rl tidak dikenakan biaya apapun, apakah menurut saudan
sudah sesuai dengan pelayanan vang dibesikan?
Ticak Sesuai 1 2 3 4 Sangat Sesuvai

8. Apakah menurut saudara, pelayanan PPID Setjen & BK DPR R dibarikan sesudi gengan jadwal yang
tartera? (10 Har Kerja)
Tidak Sesuai 12 3 4 Sangat Sesuai

9. Apakah menrut saudara, tampilan website PPID Setjen & BK DPR R sugah memudahkan Anda dajam
melakukan permohonan?

Gambar 4. Screen Capture Pembuatan Pertanyaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara

offline
Tanggal 28 Mei 2018
3. Konsultasi dengan Pranata Humas

Setelah menyusun kuesioner offline saya melakukan konsultasi dengan pranata humas
untuk mengetahui masukan-masukan yang diberikan oleh pranata humas. Pranata Humas sebagai
subjek yang sangat tepat untuk saya melakukan konsultasi karena para pranata humas sudah
sering sekali melakukan audit humas untu beberapa program yang telah dilaksanakan oleh

bagian humas. Saya melakukan konsultasi dengan salah satu Pranata Humas yaitu Indah
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Kurniasari. Saya melakukan konsultasi dengan meperhatikan sopan santun dan tata krama yang
baik untuk mendapatkan feedback yang baik pula dari seorang senior (Etika Publik). Dalam
melakukan konsultasi ini juga saya tidak terdapat hal yang ditutup-tutupi jika terdapat kendala
atau hambatan (Akuntabilitas). Kemudian saya juga terus berkoordinasi dengan seluruh pranata
humas yang lain jika terdapat revisi pertanyaan-pertanyaan survey yang harus diperbaiki (Wheole

of Government).

Wbh Kana e § % MKery

Porta tiuwas
Pertanvasn Survey (KM PPID ST ) B CI% M
1. Apakih meouns saudara Delsysman dengan prosedur dah?
Tedak Muciah 123 4 Songat Mudah

2. Apakad LIS PR ek yang jelst
.
Tidak jelas ) 2 3 4 Sangat Jeiss

£ et Bwsdr wad,
3 Bagdimana menunut saudara mengerai detkationn {memberhan peliyanan dengan tepat waktu) 7

Petugas datam membenikan polsyanan P57 SAes e
Idak Brspion $2 34 Sangat Dsep'n
4 Aoatah menurit 10udars PetuE2l PPID Ml LEMIMOUBN vang Lt 310 membordan yanan
PR
Tidak Bak 12 34 Sangat Ot
AILah MeA 3k Betigan 1D Telah memberian petryanan deagae cepat> - {(Cogeriif)
Tidak Cepat 12 34 Sangat Copat
6 Agalah menurut shatan, petugas PAD tetah g VoW aman?
Tk S0pan 12 3 4 Sangat Sopan
7. Apakah momand 1audira, baya lyanan PRD teiah terangau? 3 s
Tk Tenanglau 12 34 ongat Tenangian B 4DY  qre 1 119 fomie el wer
& Agakah menunut s20data, pelayanan PRI diberikan sesudi dengan j3dwal yang Lertera? A% ben raye)
Tdak Sesuar 1 23 4 Sengat Sesud
9. Apatah menrut saudery, tampilsa webste PPID sudah merudzhian Anda colam melakukan
permononan? ‘
Trddak Mudah 1 2 34 Sangat Mudah .
R e
10. Apakah menurit Anda, webirte P23 1uda% aman untuk melakovan permohonan dits miormau?
Tidat Aman 12 34 Songaz Aman

w

o Tolirae  Saam

Gambar 5. Hasil Konsultasi dengan Pranata Humas
Tanggal 29 Mei 2018

Hasil/Output: Revisi kuesioner offline
4. Konsultasi dengan Atasan

Setelah melakukan konsultasi dengan Pranata Humas, saya melakukan kosultasi dengan
atasan langsung yang membindangi Pelayanan Informasi Publik yaitu ibu Dra. Tri Hastuti.
Dengan melakukan konsultasi dengan atasan ini, maka saya akan lebih mengetahui pertanyaan-

pertanyaan apa saja yang harus dilontarkan dan mana yang tidak harus dilontarkan, karena atasan
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Pelayanan Informasi Publik sangat mengetahui kondisi lapangan pada pelayanan PPID Setjen

dan BK DPR RI. Saya melakukan konsultasi dengan memperhatikan sopan santun dan tata

krama dalam berkomunikasi dan bertutur kata agar menimbulkan Jeedback yang baik pula (Etika

Publik). Saya juga terus melakukan koordinasi kepada atasan saya yang membidangi Pelayanan

Informasi Publik perihal kuesioner offline yang saya buat demi kelancaran saat melakukan

penyebaran kuesioner. (Whole of Government)

pertanyaan survey yang harus diperbaiki (Whole of Government).

Dra Tev Hagtett

Yowmag Blognen

Pertanyasn Survey (KM PPID Setjen & BK DPR 0 .

Apakah menurut saudara pelayanan PPID Setjen & BX DPR K dapat diskses dengan prosedur yang
mudah>

Tidah Mudah 1 2 34 Sangat Modoh

Apakah merurut s3udara petugas memberikan pelayanan yang jelas?

Tiddok et 123 4 Sangat Jelas

Bagamana menurt sauxdara mengens edrphoon (etugas memolal layanan tepat wakty, pukd
09.00-15.00) petugas dolam membierikan pelayanan PPID Setjen & B DIR RI?

Ticdah Disiphin 12 3 4 Sangat Disiphny

Apakah menunst saudaca petiagas PPID Setjen & BK DPR M memilihl kemampuan yang bodk dalam
memberikan layanan PPID?

Tidak Baik 1 2 3 4 Sangat Baik

5. Apakah menurut saudara petugas PPID Setjen & BX PR RI teloh memberikan respons pelayanan

Sengan copat?

Tk Cepat 12 34 Sangat Copat

Apskah menurut saudara, petugan PO Setien & BX DI RI telah memberikan pelayana dengan
sopan dan ramah?

Tidak Sopan 1 2 18 Sangat Sopan

Saat i, pelayanan PPID Setjen & BX DPR A1 tidak dihenaban taaya spapun, apakah memurot saudara
sadah e dengan pelayanan yang dberan?

Tickak Sesuiai 12 14 Sangat Sesun

Apakah menurut saudara, pelayanan PRID Setien & B DPR AL diberkan sesual dengan jadwal yang
tertera? (10 Har Kerja)

Tidak Sesuad 1 2 3 3 Sangat Sesual

Apakah mentut saudara, tamprlan webtite PPID Sotjen & BX DIK K sudah memudahkan Anda datam
melakukan permohonan?

Tidak Mudah 12 34 Sangat Mudat i

Apakah menurut saudara, webste PRID Setjen & BX DPR R sudah aman dalam melindung dats
Pribadi saudara dalam melakukan permohonan?

Tidak Aman 12 34 Sangat Aman

Gambar 6. Hasil Konsultasi dengan Atasan

Tanggal 30 Mei 2018

Wormai
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5. Melakukan Uji Coba Indikator Survey

Setelah kuesioner offline selesai disusun dan dikonsultasikan kepada pranata humas dan
atasan, saya merevisi ulang seluruh masukkan yang masuk dari berbagai pihak untuk mendukung
survey kepuasan masyarakat yang akan disebarkan. Setelah pertanyaan-pertanyaan kuesioner
sudah dirasa cukup, saya melakukan uji coba indikator survey untuk mengetahui apakah teknis
penyebaran kuesioner ini cukup efektif dan mudah diakses dengan masyarakat. Saya melakukan
uji coba indikator survey ini langsung dengan menggunakan Google Form. Saya membuat
pertanyaan sesuai dengan kuesioner offline yang sudah disusun dan dikonsultasikan, kemudian
memulai menyebarkannya kepada responden yang memohon data melalui website PPID. Saya
melakukan uji coba survey kepuasan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan
kemudahan masyarakat selaku responden yang akan mengisi survey, karena kemudahan
masyarakat untuk mengisi survey akan mendorong masyarakat untuk dapat mengisi survey

dengan objektif dan akurat (Komitmen Mutu)

Jumalah Responden 6 Orang
Pakerjaan Swasta 1 Jenis Kelamin  Perempuan 2
Pegawai Negeri Sipil 3 Laki-Laki 4
Mahasiswa 2
PEKERJAAN JENIS KELAMIN
®Swasta ™ Pegawai Negeri Sipil ™ Mahasiswa ®perempuan ™ Lakl-Laki
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Petanyaan 1 Tidak Mudah 0 Petanyaan 2 Tidak Mudah 0
Kurang Mudah 1 Kurang Mudah 1
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Gambar 7. Screen Shot Hasil Uji Coba Survey Kepuasan Masyarakat
Tanggal 4 Juni 2018



.Hasil/Output Kegiatan: Pertanyaan Survey Kepuasan Masyarakat Secara Offline

> Hasil dari kegiatan penyusunan survey kepuasan masyarakat ini amemunculkan
indikator-indikator yang dapat menilai layanan dan kinerja suatu pelayanan publik.
Penyusunan yang dilakukan dengan baik menghasilkan survey yang baik, netral dan adil,
hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR RI serta meningkatkan citra
DPR RI untuk dapat mendukung kinerja anggota dewan dengan professional dan
akuntabel
» Dalam kegiatan penyusunan survey kepuasan masyarakat ini juga memperkuat nilai
orgasasi profesional, akuntabel, dan integritas yang seluruhnya didasari dengan religius.
Dengan membuat penyusunan survey ini CPNS menerapkan keprofesionalitasan,
integtritas, dan akunabel karena memakai indikator-indikator sesuai dengan aturan
perundang-undangan dan pemerintah serta dikonsultasikan dengan rekan kerja serta
atasan.
¢ Kegiatan 2 : Penyebaran Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyebaran Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan metode online
yaitu melalui Google Form. Penyebaran yang dilakukan ini memiliki beberapa tahap yaitu
melalui penyusunan kuesioner dengan metode online, kemudian saya harus menyosialisasikan
penyebaran ini kepada petugas PPID yang biasa menangani permohonan data dari masyarakat,
setelah seluruh petugas PPID paham maka mulai lah menyebarkan survey tersebut. Survey ini
harus dilakukan dengan objektif dan independent untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan

mengetahui apa saja yang harus dibenahi dari pelayanan PPID.
Tahapan :
1. Pembuatan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Google Form

Kegiatan penyebaran survey IKM ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena
dari sini lah kinerja petugas PPID akan terlihat serta evaluasi yang diberikan oleh masyarakat.
Dalam pembuatan kuesioner ini saya melakukannya melalui online karena permohonan data
PPID sudah melalui digitalisasi. Saya membuat keusioner ini menggunakan Google Form yang
masih dapat digunakan oleh siapapun. Pembuatan kuesioner saya lakukan dengan displin sesuai
dengan timeline yang sudah saya sepakati, kemudian saya menyusunnya dengan teliti dan

memastikan tidak ada pertanyaan atau pilihan yang #ypo sedikitpun agar memudahkan
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masyarakat untuk mengisi kuesionernya (Etika Publik). Selain itu saya membuat pertanyaan
kuesioner ini dengan memastikan responden dalam hal ini pemohon/masyarakat dapat

memahami pertanyaan dengan baik dan benar (Komitmen Mutu).

Gambar 8. Membuat Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat
Tanggal 27 Juni 2018
2. Pemberitahuan Teknis Penyebaran Kuesioner Kepada Petugas PPID

PPID Setjen dan BK DPR RI memiliki beberapa petugas tenaga kontrak yang in charge
menangani permohonan yang masuk melalui website PPID. Oleh karena itu, saya diperlukan
untuk melakukan pemberitahuan teknis mengenai penyeberana kuesioner kepada petugas PPID,
karena petugas PPID lah yang nanti akan selalu in charge untuk menyebarkan kuesioner saat
pemohon meminta data. Saya melakukan sosialisasi pemberitahuan teknis penyebaran kuesioner
ini dalam bentuk rapat kecil antara pranata humas dengan petugas tenaga kontrak PPID.
Pemberitahuan teknis ini saya laksanakan dengan menggunakan tutur kata yang baik dan
mengedepankan sopan santun untuk meminta bantuan petugas PPID untuk turun menyebarkan
kuesioner survey indeks kepuasan masyarakat ini (Etika Publik). Selain itu, saya juga
berkoordinasi penuh dengan petugas PPID untuk teknis penyebaran kuesioner ini sehingga tidak

ada pemohon yang terlewat dan tidak diberikan /inkkuesioner ini.(Whole of Government).
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Gambar 9. Sosialisasi Teknis Penyebaran Kuesioner
Tanggal 6 Juli 2018
3. Penyebaran IKM kepada Pemohon

Setelah seluruh petugas PPID paham mengenai teknis penyebaran kuesioner survey
Indeks Kepuasan Masyarakat, saya sudah mulailah memasuki penyebaran kuesioner kepada
pemohon. Dalam melakukan penyebaran ini saya menargetkan dalam kurun waktu 1 bulan.
Saya melakukan penyebaran ini bersama dengan petugas PPID dan selalu saling
berkoordinasi satu sama lain untuk memaksimalkan penyebaran kuesioner (Whole of
Government). Kemudian saya juga menyebarkan kuesioner ini dengan independent dan
objektif tanpa memandang siapa atau pemohon mana yang akan saya mintai responnya dalam
Survey Kepuasan Masyarakat ini (Anti Korupsi). Dalam meminta pemohon untuk mengisi
survey yang saya berikan linknya, saya menggunakan tutur kata yang baik dan sopan

sehingga pemohon dengan senang hati mengisi survey yang <ami lakukan (Etika Publik).
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Gambar 10. Penyebaran Kuesioner IKM Kepada Pemohon
Tanggal 9 Juli 2018

QUESTIONS : [ 139 |

Ly

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN
PPID SETJEN & BK DPR RI

Kami ingin tingkat Anda terh layonan PPID Setjen & BK DPR Ri
Kami menggunakan standar Indeks Ki M kat sesuai dengan F pan RB Nomor 16 Tahun 2014

Gambar 11. Screen Shot Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID Online

Tanggal 27 Septemner 2018
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Hasil/Output Kegiatan: Data Kuesioner Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

» Hasil dari kegiatan penyebaran Indeks Kepuasan masyarakat melalui metode online ini
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna untuk dapat menilai layanan publik yang
DPR RI berikan. Dengan adanya penyebaran IKM berbasis digital ini diterapkan oleh
DPR dengan mengikuti perkembangan zaman, publik akan lebih percaya dan merasa
dilibatkan dalam perkembangan layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini pula
akan meningkatkan citra DPR RI untuk ke depannya. Dengan citra yang positif akan
terdapat dukungan dari masyarkat dan dapat mendukung kinerja anggota DPR RI secara
professional dan anadal.

> Kegiatan penyebaran indeks kepuasan masyarakat memperlihatkan bahwa kegiatan ini
memperkuat nilai akuntabilitas, intergritas, dan profesional dan religius dibuktikan
dengan CPNS melibatkan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan DPR RI.

o Kegiatan 3 : Analisis Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Setelah kurang lebih 1 bulan menyebarkan kuesioner Survey Indeks Kepuasan Masyarakat,
kemudian sayaharus mengolah data serta menganalisis data dari responden yang masuk.
Seluruhnya, responden yang masuk melalui Google Form adalah sejumlah 124 responden.
Responden yang masuk memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari mahasiswa, dosen,
tenaga ahli anggota dewan, PNS, hingga karyawan swasta. Dalam data yang terkumpul maka
saya akan menganalisis hasil dari Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan PPID Setjen dan
BK DPR RI.

Tahapan :
1. Analisis Data Indeks Kepuasan Masyarakat

Setelah 124 data responden telah terkumpul, maka saya mulai menganalisis data yang
telah masuk dari 124 responden. Saya menganalisis data kuesioner ini tetap mengacu pada
dasar hukum PermenpanRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat. Saya melakukan analisis dengan teliti dan hati-hati untuk meminimalisir
kesalahan yang akan terjadi demi akurasi hasil survey tersebut (Komitmen Mutu). Dalam
menganalisis data indeks kepuasan masyarakat ini saya juga harus independent dan tidak

merekayasa apapun data dan hasil yang didapat dari responden, karena apapun hasil yang
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akan didapat adalah sebuah evaluasi yang dapat digunakan untuk PPID yang lebih baik lagi
(Anti Korupsi).

Gambar 12. Melakukan Analisis Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Tanggal 7 Agustus 2018

2. Konsultasi dengan Pranata Humas

Setelah hasil survey kepuasan masyarakat mulai terlihat maka saya harus
mengonsultasikannya dengan pranata humas selaku pejabat fungsional yang terdapat di
Bagian Humas Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI. Saya melakukan
konsultasi dengan mengedepankan sopan santun dan tutur kata yang baik kepada Pranata
Humas (Etika Publik). Terdapat beberapa revisi yang harus saya perbaiki dan saya terus
berkoordinasi dengan Pranata Humas perihal penghitungan hasil survey kepuasan
masyarakat layanan PPID (Whole of Government). Saya dan Pranata Humas juga
melakukan musyawarah terkait dengan hasil survey kepuasan masyarakat jika terdapat
perbedaan pendapat mengenai metode perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat

(Nasionalisme).PPID yang lebih baik lagi (Anti Korupsi).
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Gambar 13. Melakukan Konsultasi dengan Pranata Humas
Tanggal 14 Agustus 2018

3. Konsultasi dengan Atasan

Setelah melakukan konsultasi dengan Pranata Humas dan dirasa cukup
memuaskan, saya melakukan konsultasi dengan atasan yang membidangin Pelayanan
Informasi Publik. Saya melakukan konsultasi dengan atasan saya juga tidak melupakan
tata krama dan sopan santun dalam bertutur kata agar atasan saya dengan senan tiasa
memberikan masukan-masukan terkait hasil survey yang didapatkan (Etika Publik).
Pada saat konsultasi dengan atasan pun, hasil survey yang saya dapatkan
direkomendasikan untuk dilaporkan Komisi Informsi Pusat sebagai bentuk pelayanan
PPID Setjen da BK DPR yang lebih baik. (Komitmen Mutu) Pada akhirnya saya
memasukan hasil laporan saya sesuai dengan rekomendasi atasan untuk dilibatkan dalam
ajang pemeringkatan PPID seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia melalui

Komisi Informasi Pusat.
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Gambar 14. Melakun Konsultasi dengan Atasan
Tanggal 14 Agustus 2018
Hasil/Output Kegiatan: Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID

» Analisis data kepuasan masyarakat ini berkonstribusi untuk mengetahui bagaimana
layanan yang telah diberikan DPR RI melalui PPID dengan memberikan data yang jelas
dan pasti untuk mengukur sebuah layanan publik. Hal ini memberikan konstribusi positif
untuk bahan evaluasi internal petugas dalam terus meningkatkan layanan publik yang
terus lebih baik lagi. Jika pelayanan PPID terus membaik dan memudahkan masyarakat,
maka kepercayaan publik terhadap layanan DPR RI akan meningkat serta citra DPR RI
akan terus cenderung positif. Dengan meningkatnya kepercayaan publik dan citra yang
positif akan meningkatkan kinerja anggota dewan dengan profesiona, andal, dan
akuntabel.

» Kegiatan analisis kepuasan masyarakat layanan PPID ini dapat menguatkan nilai
organisasi dengan menerapkan nilai akuntabel, intergritas, professional dan dilandasi
dengan religious, hal ini dibuktikan dengan analisis data kepuasan masyarakat dilakuakan
dengan cermat, nertral dan tidak dikriminatif. Nilai nilai itu lah yang dapat menguatkan

nilai organisasi yaitu RAPI
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o Kegiatan 4 : Evaluasi Kinerja Pelayanan PPID

Pada kegiatan ini, saya sudah mengolah hasil dari survey kepuasan masyarakat
yang sudahdisebarkan kepada 124 responden yang memohon data melalui layanan PPID
Setjen dan BK DPR RI. Kegiatan ini diperuntukan sebagai merealisasikan evaluasi yang
terukur dan akurat melalui survey yang sudah disebarkan. Dalam evaluasi ini akan
dilaksanakan dengan rapat internal humas membahas hasil evaluasi kinerja pelayanan

PPID menurut hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah disebarkan sebelumnya.
Tahapan :
1. Perencaan Rapat Evaluasi Kinerja Pelayanan PPID

Perencanaan rapat evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh pranata humas,
petugas PPID, dan atasan dapat hadir dan mengetahui hasil Survey Kepuasan Masyarakat
yang sudah disebarkan. Saya melakukan perencanaan ini dengan berkoordinasi dengan
petugas administrasi Bagian Humas untuk dapat mengetahui ketersediaan ruangan dan
ketersidaan jadwal yang tidak bentrok dengan rapat lainnya (Whole of Government).
Saya juga berkoordinasi dengan sesama teman kerja yang lain dan meminta kesediannya
untuk menghadiri rapat evaluasi kinerja ini dengan tutur kata yang baik sehingga
menimbulkan ketertarikan untuk datang pada rapat evaluasi ini (Etika Publik).
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Gambar 14. Melakukan Persiapan Rapat Evaluasi dengan Berkoordinasi Bersama

Petugas Administrasi Umum
2. Publikasi Rapat Evaluasi Kinerja PPID

Setelah memastikan tempat dan waktu sudah fix maka saya melakukan publikasi
rapat kepada seluruh petugas PPID, Pranata Humas, dan atasan di lingkungan Bagian
Humas Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI. Publikasi yang dilakukan
melalui verbal dan diumumkan secara langsung. Saya melaksanakan kegiatan publikasi
ini dengan menjalin komunikasi dan tutur kata yang baik dengan para petugas PPID,
Pranata Humas, dan atasan saya (Etika Publik). Dalam melaksanakan kegiatan ini saya
juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti petugas administrasi serta

staff humas lainnya untuk mendukung rapat evaluasi ini (Whole of Government).

3. Rapat Evaluasi Kinerja PPID

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk realisasi dari evaluasi PPID yang terukur.
Dalam kegiatan ini, saya memaparkan hasil survey yang saya lakukan bersama petugas
PPID yang lain. Dalam rapat ini terlihat bagaimana kinerja petugas PPID yang tergolong
baik, akan tetapi masih perlu banyak yang dibenahi. Rapat ini laksanakan dengan displin
secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan (Akuntabilitas). Saat
melaksanakan evaluasi saya membuka hasil IKM pelayanan PPID dengan transparan
tanpa ditutup tutupi untuk seluruh elemen yang bersangkutan dengan pelayanan PPID

mengetahui bagaimana layanan PPID di mata masyarakat sebenarnya (Akuntabilitas).
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Tidak lupa pula saat evaluasi berlangsung saya membuka kesempatan untuk memberikan
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Gambar 16. Laporan Singkat Mengenai Evaluasi Kinerja PPID
Tanggal 30 Agustus 2018
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Hasil/Output Kegiatan: Laporan Singkat Evaluasi Kinerja Pelayanan PPID

> Evaluasi kinerja layanan PPID ini berkonstribusi untuk seluruh elemen bagian humas
mengetahui tentang layanan PPID dan kinerja pegawainnya dengan data yang jelas. Hal
tersebut membuat bagian humas mempunyai dasar untuk terus meningkatkan pelayanan
terutama pada bidang PPID. Evaluasi ini juga menimbulkan inovasi-inovasi yang
berdasarkan data yang dihasilkan oleh IKM untuk perkembangan layanan PPID DPR RI
dalam pengembangan website maupun komitmen petugas PPID yang berhadapan
langsung dengan masyarakat., Inovasi yang akan terus muncul dan direalisasikan akan
dapat menunjang perkemabangan layanan PPID yang terus lebih baik dan mudah diakses
oleh masyarakat. Hal tersebut kembali menimbulkan kepercayaan publik terhadap kinerja
DPR RI dan menimbulkan citra yang positif. Hal tersebut dapat menunjang kinerja DPR
RI secara akuntabel dan professional.

» Kegiatan evaluasi kinerja pelayanan PPID dapat meningkatkan nilai dasar organisasi
dengan menerapkan nilai intergritas, professional, dan akutabel yang seluruhnya
dilandasi oleh nilai religius, hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan evaluasi ini akan
diajalankan dengan koordinasi yang baik, transparan, dan memancing inovasi-inovasi
yang dapat menambah kualitas nilai organisasi yaitu nilai RAPI.

¢ Kegiatan 5 : Publikasi Laporan Pelayanan PPID

Publikasi ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang terbuka bagi
masyarakat. Saya akan mempublikasikan seluruh laporan PPID yang terdiri dari Laporan
Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID, Laporan Tahunan PPID 2017, Rekapitulasi
Permohonan PPID. Publikasi ini juga dilakukan dalam rangka penilaian yang dilakukan
oleh Komisi Informasi Pusat yang akan memperngaruhi penilaian kinerja PPID Setjen
dan BK DPR RI.

Tahapan :

1. Penyusunan Laporan Pelayanan PPID
Setelah menganalisis dan mendapatkan hasil dari survey kepuasan masyarakat
atas layanan PPID Setjen dan BK DPR RI, saya melakukan pembuatan laporan pelayanan
PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban sebuah kegiatan (Akuntabilitas). Laporan
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pelayanan PPID terdiri dari Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, Laporan Tahunan
PPID 2017, dan Rekapitulasi Permohonan PPID Tahun 2017. Pada kegiatan ini saya
menyusun laporan pelayanan PPID secara keseluruhan termasuk jumlah permohonan dan
pemohon yang sudah masuk serta bagaimana layanan PPID di mata masyarakat. Laporan
yang saya susun akan dikerjakan secara cermat, teliti, dan disiplin sesuai timeline yang

sudah saya tetapkan (Etika Publik).

RATAFINGANTAR

LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAL
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Gambar 17. Laporan Survey Kepuasan Telah Ditanda Tangani Ketua PPID
Tanggal 31 Agutus 2018

Konsultasi dengan Pranata Humas dan Atasan

Laporan PPID dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini saya konsultasikan
secara bersamaan antara Pranata Humas dan atasan yaitu Kepala Sub Bagian Pelayanan
Informasi Publik. Pada kegiatan konsultasi ini saya mengkonsultasikan perihal
sistematika penulisan laporan dan hasil survey yang akan ditampilkan. Saya berkonsultasi
dengan atasan serta Pranata Humas dengan mengedepankan sopan santun dan tata krama

yang baik dalam berkomunikasi (Etika Publik). Saya mengkonsultasikan laporan kepada
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Pranata Humas dan atas untuk mendapatkan masukan, mengedepankan komunikasi yang
baik, dan kerjasama yang baik (Etika Publik) jika terdapat hal yang bermasalah dalam
penyusunan laporan, saya akan berdiskusi dan bermusyawarah untuk mendapatkan kata

sepakat untuk mempublikasikan laporan tersebut (Nasionalisme).

Upload Laporan ke Website ppid.dpr.go.id

Setelah seluruh laporan telah diselesaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban
kepada masyarakat saya mengunggah laporan tesebut ke website ppid.dpr.go.id agar
masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja pelayanan PPID Setjen dan BK DPR RI
(Akuntabilitas). Saya juga berkoordinasi dengan BDTT untuk dapat mengunggah laporan
layanan PPID ke website PPID (Whole of Governement). Dalam laporan yang saya buat
akan dapat diakses siapapun dengan mudah dan transparan serta tidak pungut biaya

(Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Anti Korupsi dan Pelayanan Publik)

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2 e PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Gambar 18. Laporan Survey Kepuasan Telah Diungguh di Website
Tanggal 31 Agustus 2018
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Hasil/Output Kegiatan: Laporan yang Tercantum di Website ppid.dpr.go.id

>

Kegiatan publikasi laporan pelayanan PPID ini berkontribusi untuk membantu kinerja
anggota dewan dengan akuntabel, transparan dan profesional karena dengan adanya
publikasi laporan pelayanan PPID, masyarakat dapat mengetahui kinerja seluruh elemen
DPR RI dan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan citra yang
positif terhadap instansi DPR RI yang beriringan dengan mendukung kinerja anggota
dewan secara akuntabel, transparan dan professional

Kegiatan evaluasi kinerja pelayanan PPID dapat meningkatkan nilai dasar organisasi
dengan menerapkan nilai intergritas, professional, dan akutabel yang seluruhnya
dilandasi oleh nilai religius, hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan evaluasi ini akan
diajalankan dengan koordinasi yang baik, transparan, dan memancing inovasi-inovasi
yang dapat menambah kualitas nilai organisasi yaitu nilai RAPI.

Manfaat Evaluasi Pelayanan PPID yang Terukur

. Membangun diri sendiri dalam hal kepemimpinan, koordinasi, dan bekerja sama dengan

baik

Dengan mengaktualisasikan nila-nilai ANEKA ke dalam pelaksanaan kegiatan sangat
membantu saya untuk berkoordinasi dengan satu sama lain, mandiri dan berani
mengambil keputusan-keputusan yang tepat di tempat kerja.

Mendukung dalam Perkembangan Layanan PPID Setjen dan BK DPR RI

Mendukung perkembangan layanan PPID agar terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat saat ini. Dengan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, petugas PPID
mengetahui apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus dipertahankan untuk PPID
yang lebih baik.

. Berpartisipasi dalam Pemeringkatan PPID Seluruh Instansi Pemerintah oleh Komisi

Informasi Pusat

Survey Kepuasan Masyarakat adalah salah satu unsur penilaian layanan PPID seluruh
Kementerian/Lembaga yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat. Unsur survey ini
baru diadakan pada tahun ini dimana tahun sebelumnya belum menjadi unsur penilaian

layanan PPID seluruh Kementerian/Lemabaga oleh Komisi Informasi Pusat. Dengan saya
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melaksanakan survey ini maka dapat membantu memberikan penilaian khusus yang dapat

diberikan kepada Komisi Informasi Pusat.

4. Evaluasi vang Dilakukan Akan Terukur dan Berdasar

Dengan adanya survey ini, petugas PPID akan melakukan evaluasi rutin dengan lebih

terukur dan berdasar, tidak lagi melakukan evaluasi hanya sesuai perkiraan semata.

Dalam survey ini sudah terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan pemohon sebagai publik
PPID Setjen dan BK DPR RI. Oleh karena itu, dengan adanya survey ini dapat

memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi dan membuat inovasi untuk pelayanan

PPID.

5. Hasil Dari Keseluruhan Aktualisasi

Kondisi Awal

Tidak mencantumkan Survey Kepuasan

Masyarakat pada layanan PPID

Kondisi Akhir

Mencantumkan Survey

Masyarakat pada setiap pemohon PPID

Kepuasan

Evaluasi yang dilakukan melalui perkiraan

Evaluasi sudah dilakukan berdasarkan data

Tidak ada Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat di website PPID

Sudah adanya Laporan Survey Kepuasan

Masyarakat di website PPID
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BAB 111
PENUTUP

A. Simpulan
Aktualisasi terkait kegiatan Penyebaran Survey Indeks Kepuasan Masyarat ini

dilaksanakan selama 80 hari (4 bulan) selama off campus atau berada di lingkungan kerja
dapat terealisasi dengan baik setiap kegiatan yang dirancang. Rancangan kegiatan saya

sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan pemecah isu di kegiatan.

Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dipublikasikan
dalam website ppid.dpr.go.id. Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat, layanan PPID
mendapatkan nilai survey sebesar 3,44 dan nilai SKM setelah dikonversi dengan nilai dasar
menjadi 86,03. Hal tersebut membuktikan pelayanan PPID Setjen dan BK DPR RI mendapat
nilai mutu pelayanan A (Sangat Memuaskan). Nilai tersebut dapat dijabarkan bahwa unsur-
unsur yang mendapatkan nilai tertinggi dan harus dipertahankan adalah biaya/tarif, perilaku
petugas, dan kompetensi pelayanan. Sedangkan untuk unsuru pelayanan yang perlu
ditingkatkan antara lain, persyaratan pelayanan, sarana dan prasarana tampilan website PPID,
dan wkatu pelayanan (respon petugas).

B. Saran

1. Pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat ini untuk memenuhi standar pelayanan
publik di sebuah instansi pemerintahan. Survey ini harus dilakukan secara berkala dan
setiap tahunnya untuk mengetahui hasil yang lebih akurat sebagai evaluasi tahunan
petugas PPID Setjen dan BK DPR RI.

2. Survey Kepuasan Masyarakat ini dapat dimodifikasi yang lebih menarik dengan
memaksa responden untuk mengisi sebelum mendapatkan data yang diminta.
Kuesioner dapat muncul secara otomatis jika sistem membaca permohonan
masyarakat sudah selesai atau sudah diberikan. Oleh karena itu, seluruh pemohon

wajib menjadi responden layanan PPID Setjen dan BK DPR RI.
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REALISASI KEGIATAN

Kegiatan

Peyusunan Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

Realisasi
25 Mei 2018
28-31 Mei 2018

Keterangan

Terealisasi

Penyebaran Survey Indeks

27 Juni- 3 Agustus

Terealisasi

Kepuasan Masyarakat 2018

Analisis Data Indeks Kepuasan 6-10 Agustus 2018 Terealisasi

Masyarakay Layanan PPID

Evaluasi Kinerja Pelayanan PPID 23 Agustus- 7 Terealisasi
September 2018

Publikasi Laporan Pelayanan PPID 31 Agustus Teralisasi
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TRACKING PERMOHONAN
Tgl Tindak Bagian User Bagian Keterangan
PPID H Data mengenai RISALAH SIDANG UU NO. 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS telah tersedia. Silahkan teriebih

dahulu mengisi survey kami pada link berikut :

https://goo.gl/forms/4Xh7TynBbcGZiBXH3

Data dapat diunduh pada link berikut:
https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/hbijki0CBSECMhd

Terimakasih

Gambar 20.. Screen Shot Saat Menyebarkan Survey
Tanggal 2 Agustus 2018

Apakah menurut saudara, website PPID Setjen & BK DPR Rl sudah aman

dalam melindungi data pribadi saudara dalam melakukan permohonan?
140 responses

70 (50%)
60

59 (42.1%)

40

20

1 (0.*7%) 10 (7.1%)

1
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https://goo.gl/forms/4Xb7TynBbcGZi8XH3
https://cloud.dpr.go.id/lndex.php/s/hbijkiOC8sECMhd

Apakah menurut saudara, tampilan website PPID Setjen & BK DPRRI
sudah memudahkan saudara dalam melakukan permohonan?

140 responses

70 (50%)

59 (42.1%)

Apakah menurut saudara, pemberian informasi dari PPID Setjen & BK
DPR Rl sudah sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja?

140 responses

100

75

77 (55%)

50 55 (39.3%)

25

2(1 .14%)

1
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Apakah menurut saudara petugas PPID Setjen & BK DPR Rl telah I
memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah?
140 responses

100

88 (62.9%)
75

50

46 (32.9%)

25
1@{%)

1

Saat ini, pelayanan PPID Setjen & BK DPR RI tidak dikenakan biaya
apapun, apakah menurut saudara hal tersebut sudah sesuai dengan
pelayanan yang diberikan?

140 responses

100
95 (67.9%)
75

50

38 (27.1%)

25
2“f%)

1



Apakah menurut saudara petugas PPID Setjen & BK DPRRI telah
memberikan respons pelayanan dengan cepat?

140 responses

B9 (49.3%)

57 (40.7%)

10 (7.1%)

Apakah menurut saudara petugas PPID Setjen & BK DPR RI memiliki =
kemampuan yang baik dalam memberikan layanan PPID?

140 responses

100
75
50

49 (35%)

25

2(1.4%)
| 10 (7.1%})

1 2 3 4
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Bagaimana menurut saudara mengenai kedisiplinan petugas (memulai
layanan pada tepat pukul 09.00-15.00) dalam memberikan pelayanan
PPID Setjen & BK DPR RI?

140 responses

80
60 64 (45.7%) 66 (47.1%)
40

20

2(1.4%)
| 8 (5.7%)

1

Apakah menurut saudara petugas memberikan pelayanan dengan jelas?

140 responses

75 (53.6%)
60

52 (37.1%)
40

20

1(0.7%) 12 (8.6%)
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Apakah menurut saudara pelayanan PPID Setjen & BK DPR Ri dapat i
diakses dengan prosedur yang mudah?

140 responses

80

60 67 (47.9%)
55 (39.3%)

40

20

5 (3'16%) 13 (9.3%)

Silakan berikan Saran & Kritik Anda untuk PPID Setjen & BK DPR RI

72 responses

Tidak ade

Seharusnya layanan informasi PPID Setjen dan BK DPR RI dapat disosialisasikan/ditampitkan pada website DPR RI

karena tidak semua masyarakat tahu tempat/cara mendapatkan informasi tentang perkembangan peraturan
perundang-undangan saat ini. Terima kasih.

Websitenya mungkin bisa diperbalki, apalagi bagi pengunjung yg kemampuan intemetnya pas-pasan. Misalnya
saya, disuruh upload scan Identitas, sudah diupload, tp di notifikasinya masih ada warning trhadap hal tersebut. ini
agak merepotkan. lalu, nama akun dan password, kkenapa tidak bisa diganti? walaupun ada tombol untuk ganti,
tetap kembali ke password awal. Usul saya, bgaimana ko ppid DPR spt e-ppid lembaga lain, pemochon informasi
tidak harus memiliki akun di web nya duli, terima kasih. Bravo PPID DPR, tatap semangat demi keterbukaan

mudah pokoknya
Lebih maju lagt layanannya untuk memberikan informasi publik dengan mudah dan sangat dipercaya

Layanan sebagus ini perlu disebarkan secara lebih juas. Bisa metlalui influencer-influencer atau beriklan melalui
media soslal dan mesin pencarian.

1. Lebih memperhatikan data yang dikirim ke pemohon, apaksh sesual yang diminta.
2. Saya bekerja di Perpustakaan DPR, apakah bisa mendapat akses lebih ke data PPID? Sehingga pemohon yang

datang ke Perpustakaan bisa langsung mendapatkan datanya tanpa periu ke PPID lagl, namun tetap tercatat di
PPID,

Gambar 21. Tampilan Respond Hasil Survey Melalui Google Form
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/14693/SETJEN DAN BK-DPRRI/BP.02/08/2018 31 Agustus 2018
Perihal : Penyampaian Hard Copy

YTH.

KOMISI INFORMASI PUSAT RI

DI

JAKARTA.

Bersama ini kami sampaikan hard copy formulir pengisian
monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi pada Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI. Kami juga telah mengirimkan soft copy ke

monev2018@komisiinformasi.go.id.

Demikian, atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima
kasih.

Ketua PPID
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,

Y.0.1 Tahapari, S.H., M.Si §
NIP. 19601002 198203 1 004

Gambar 22. Surat Input Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk KIP
Tanggal 31 Agustus 2018
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Gambar 23. Contoh Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID dalam Google

Form

Tanggal 27 September 2018
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USIA REPONDEN

m 16-25
" 26-35
" 36-50
>S50

Gambar 24.. Jumlah ﬁ;;b_Responden yang Mehgisi Kuesioner
Tanggal 31 Agustus 2018

JENIS KELAMIN

® Laki-Laki

© Perempuan

Gambar 25. Jumlah Jenis Kelamin Re;bbhden y;r;g Mengisi Kuesioner

Tanggal 31 Agustus 2018
PEKERJAAN

16%

Karyawan Swasta
u Pegawai Negeri Sipil
= Pelajar
® Lain-Lain

S— ,
Gambar 26. Data Pekerjaan Responden vang Mengisi Kuesioner

Fanggal 31 Agustus 2018
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HASL DATA NESPOROEN SURVIY KIPUASAN MASYALMAT
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Tanggal 31 Agustus 2018

Gambar 27. Data Jawaban Responden
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DAFTAR HADIR
RAPAT INTERN BAGIAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR Ri

HarifTanggal : Kamis, 30 Agustus 2018

Pukut : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Baglan Humas, Gedung Nusantara Hl
Acara : Rapat Pemeringk PPID dan Evaluasi Has# Survey PPID
NG. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
b
1| Dra. T Hastut Kasubag. TU & PIP M} T
%" | newl Maheswarl P., $.1p. MSc Paneareres | iy,
3 | Andam Perwitasar, S.lp. Prenata Humas | /7 '27
4. | Zoet Arief Iskandar, S.1.Kom. Fropata rumas - >
5 | Kiarce Grice Pattipeme,S.. Kom P | oty
6. | Leidena Sakar Negari, S.Ikom. Pranata Humas O-g\“
7. | Agraha Dwita Sulistyajati, S.LKom |  Fronaia Humas @’
8. | Dwi Desilvari, S.LKom. Pranata Humas |\
9. | Yesi Aryan, SE. PPNPN Humas "g{)
10. | Ria Kumiat, S. Sos. PPNPN Humas W [\h .
1. | Nurin Shabrina, BA., IR. PPNPN Humas {7 )‘u\( {
12. | Djaka Putra Dwiiaya, S.IK. PPNPN Humas )
13. | Catur ArioPamungkas, Amd. PPNPN Humas
14, | lbou Shinab, Slkom. PPNPN Humas

Gambar 28. Lembar Absen Rapat Evaluasi Kinerja PPID
Tanggal 30 Agustus 2018
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LAPORAN SINGKAT
RAPAT INTERNAL PEMERINGKATAN PPID DAN EVALUASI HASIL SURVEY

Hari / Tanggal : Senin, 30 Agustus 2018
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Humas
Pimpinan Rapat : Dra. Tri Hastuti (Kasubag Pelayanan Informasi Publik)
Jenis Kegiatan : Rapat Internal
Acara : Rapat Internal Pemeringkatan PPID dan Evaluasi Hasil Survey
Hadir : Kasubag PIP
Pranata Humas
Staff Humas
I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan informasi website PPID sesuai
dengan Undang Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik serta adanya undangan untuk mengikuti Monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi
Pusat, maka diperlukan adanya rapat internal mengenai pemeringkatan PPID serta membahas

hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID guna mengetahui kinerja PPID selama 2 bulan
terakhir.

Il. CATATAN

Rapat koordinasi tersebut diawali dengan sambutan Kasubag PIP. Beliau menyampaikan
perihal website PPID yang sedang dikembangkan pihak ke-3 serta pemeringkatan PPID dari
Komisi Informasi Pusat. Oleh karena itu Tim Humas berkoordinasi mengenai:

1. Desain web yang terbaru masih belum dapat digunakan untuk memenuhi syarat
pemeringkatan PPID dari Komisi Informasi Pusat, karena masih dikembangkan lebih lanjut.

2. Terdapat beberapa items syarat yang harus dipenuhi oleh Tim Humas untuk dapat
mengikuti pemeringkatan PPID dan harus berkoordinasi dengan unit-unit terkait.

3. Syarat yang belum dipenuhi sesuai dengan pembagian tugas di rapat sebelumnya,
diantaranya:

- Pedoman administrasi

- Pedoman pengelolaan keuangan
- Data statistik kepegawaian

- Data statistic keuangan

4. Profil dan struktur organisasi PPID sedang on progress oleh Andam dan segera dapat
dipublikasikan.

5. Kemudian caiii@¥8atu syarat Monev KIP ini adalah melaksanakan Survey Kepuasan
Masyarakat PPID yang sudah dilakukan oleh Vani.



6. Pemaparan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID adalah menghasilkan 124
responden yang mengisi survey via Google Form.

7. Dengan uraian responden :

Usia . 16-25 Tahun sebanyak 47%
26-25 Tahun sebanyak 22%
36-50 Tahun sebanyak 16%
>50 Tahun sebanyal 15%

Jenis Kelamin . Laki-Laki sebanyak 64%
Perempuan sebanyak 36%

Pekerjaan . Pelajar sebanyak 41%
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 11%
Karyawan Swasta sebanyakl 16%

Lain-lain sebanyak 32% (meliputi Tenaga
Ahli Anggota, Dosen, Peneliti, Jurnalis,
dll)

8. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID sebagai berikut :

> NO PERTANYAAN (UNSUR PELAYANAN) NILAI

UNSUR
PELAYANAN

1. Pertanyaan 1 (Persyaratan Pelayanan) 3,29

2. Pertanyaan 2 (Prosedur Pelayanan) 3.44

3. Pertanyaan 3 (Waktu Pelayanan) 3,40

4. Pertanyaan 4 (Kompetensi Pelayanan) 3.48

5. Pertanyaan 5 (Waktu Pelayanan Respon Petugas) | 3,37

6. Pertanyaan 6 (Perilaku Pelaksana) 3,60

7. Pertanyaan 7 (Biaya/Tarif) 3,63




Pertanyaan 8 (Kesesuaian Jenis Layanan) 3.47

9.

Pertanyaan 9 (Sarana dan Prasarana Wesbite | 3,32

PPID)

10.

Pertanyaan 10 (Sarana dan Prasarana Wesbite | 3,42

PPID)

10. Dari hasil rekap data Survey Kepuasan Masyarakat Layanan PPID tersebut dapat dilihat

mutu perlayanan PPID Setjen dan BK DPR RI adalah 86,03 dengan nilai A (Sangat
Memuaskan).

11. Dari hasil survey ini terdapat beberapa unsur yang harus ditingkatkan oleh layanan PPID
Setjen dan BK DPR Rl diantaranya :

Persyaratan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Tampilan Website PPID

Waktu Pelayanan Respon Petugas

KESIMPULAN
Untuk mengikuti pemeringkatan Tim Humas masih harus mengumpulkan beberapa data dari
unit terkait untuk dapat melengkapi persyaratan Monev KIP. Hasil survey yang dipaparkan

sudah cukup baik akan tetapi tetap harus ada yang ditingkatkan dan survey ini harus
dilaksanakan secara berlanjut.

PENUTUP

Demikian Rapat Internal Pemeringkatan PPID dan Hasil Survey IKM. Rapat ditutup pukul 16.00

WIB.

Pimpinan Rapat,
Kepala Sub Bagian PIP

Dra) T\‘ Hastuti
NIP. 196110061989012001




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta

Dwi Desilvani

NIP

199412032018012002

Unit Kerja Hubungan Masyarakat
Jabatan Pranata Humas
Isu Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1) Kegiatan 1 : Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyelesaian Kegiatan

Waktu Konsul :

Catatan Mentor

Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan

- Research indikator
pelayanan public

- Penyusunan kuisioner
offline

- Konsultasi dengan Pranata
Humas

- Konsultasi dengan Kepala
Subbagian dan Kepala
Bagian

- Melakukan uji coba survey

TatAtr

Dl TECRT WAty

KEGIATAN DUAKSAHAKAN  SESUm  REUCHA

t

Output Kegiatan
Terhadap

Pemecahan Isu

Kuisioner Indeks Kepuasan
Masyarakat PPID

O(TPUT  REGuPmy ST RELEYAV  DeVd AN -
scewman GFID Umu R DAGAT - MERGUEUR TG kAT

T refurnsan

fubLIL




i entA fugldlk 2nv KoMimMgy MUTU -
Substansi Mata (Etika Publik) B
Pelatihan
(Komitmen Mutu)
Kontribusi Penyusunan yang dilakukan Sesum DenGAN  TUST  BAGIMU  HUMAS ‘

terhadap Tusi

organisasi

dengan baik akan
menghasilkan survey yang
baik, netral dan adil, hal ini
akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
DPR RI serta meningkatkan
citra DPR RI untuk dapat
mendukung kinerja anggota
dewan dengan professional
dan akuntabel

KHUSUS Wy SUB . BaGimN  felpyan m)  IWFoRMASI

PUBLIK

Penguatan Nilai

Organisasi

Kegiatan penyusunan survey
kepuasan masyarakat ini
akan memperkuat nilai
Profesional, Akuntabel, dan
Integritas yang seluruhnya

didasari dengan Religius.

M LKL flhecaunV yait, Bk, Ko Fsi onind
D AtV fet




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta

Dwi Desilvani

NIP

199412032018012002

Unit Kerja Hubungan Masyarakat
Jabatan Pranata Humas
Isu Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1) Kegiatan 2: Penyebaran Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Waktu Konsul :

Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan

-  Pembuatan Kuisioner IKM 'thqpon Kegrakan tcernak sana LSPOIt  wakku
dalam Google Form

- Pemberitahuan teknis
penyebaran kepada
petugas PPID

- Penyebaran IKM Kepada
Pemohon

Output Kegiatan
Terhadap

Pemecahan Isu

- Quiput kegiakan bermanfaat bag) wagian

tumasg inen |
Data Kuisioner Kepuasan Humas dan  Kinenx PP

Masyarakat Layanan PPID

Keterkaitan
Substansi Mata

Pelatihan

(Etika Publik), (Komitmen
Mutu), (Akuntabilitas),
(Whole of Governement),

Nbsranss  sudoh memenum  BEXa  Pubik, Komtmen
Mutd ., Acgnrabiikus , Whoie Of Qovernment




(Nasionalisme), (Anti

Korupsi)

Kontribusi
terhadap Tusi

organisasi

Penyeberan survey yang
dilakukan dengan baik akan
menghasilkan survey yang
baik, netral dan adil, hal ini
akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
DPR RI serta meningkatkan
citra DPR RI untuk dapat
mendukung kinerja anggota
dewan dengan professional
dan akuntabel

Konehbush  telaw  Sesuai  dengoan  xusi
bagian Humds Enususnya Sub Bagion  D\P

Penguatan Nilai

Organisasi

Kegiatan penyeberan survey
kepuasan masyarakat ini
akan memperkuat nilai
Profesional, Akuntabel, dan
Integritas yang seluruhnya

Qidasari dengan Religius.

Memiiki  Perenconcon yang bak  don Makong




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta

Dwi Desilvani

NIP

199412032018012002

Unit Kerja Hubungan Masyarakat
Jabatan Pranata Humas
Isu Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1) Kegiatan 3 : Analisis Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan PPID

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Waktu Konsul :

Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan

- Analisis data IKM

- Konsultasi dengan Pranata

Humas

- Konsultasi dengan Kepala
SubBagian dan Kepala

Bagian

Tahapan kegigean ¢ kenakan Secudi  rencana
dan  dapot mMemeruw Pemenngracan  PpID
di ceiurun K/L oleh Komisi ingormas Pucat

Output Kegiatan
Terhadap

Pemecahan Isu

Data Hasil Kinerja Pelayanan

PPID.

Output rewiakon <omac  membantu Menial  Kinersa

PPID

Keterkaitan
Substansi Mata

Pelatihan

(Akuntabilitas), Whole of

Governement), (Etika

Substansi Sudah  memenuht  Arkuntabiicas, Whot€ ©F
Governement , Exiva PubﬁK, Nasiongileme




Publik), (Nasionalisme)

Kontribusi Analsis yang dilakukan ]’ \(Ont_e\bUS'.\ Sangak gesucn aenyan tuq.'\ bac)]or\
terhadap Tusi dengan baik akan ‘ Humas  khususnua  dalom PPWD
organisasi menghasilkan survey yang ,

baik, netral dan adil, hal ini

| akan meningkatkan

DPR RI serta meningkatkan
citra DPR RI untuk dapat

|
|
kepercayaan publik terhadap )

mendukung kinerja anggota
dewan dengan professional
dan akuntabel

Penguatan Nilai Kegiatan analisis data survey Pe ngetlaon analicls ailaeukan e
Organisasi indeks kepuasan masyarakat

ini akan memperkuat nilai

Profesional, Akuntabel, dan
Integritas yang seluruhnya
- didasari dengan Religius. -




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta

Dwi Desilvani

NIP

199412032018012002

Unit Kerja Hubungan Masyarakat
Jabatan Pranata Humas
Isu Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1) Kegiatan 4 : Evaluasi Kinerja Survey Indeks Kepuasan Masarakat Pelayanan PPID

Penyelesaian Kegiatan
Catatan Mentor

Waktu Konsul :

Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan

- Perencanaan Rapat TohaPan  Kegiatan dilgkeanakayy +tepat
Evaluasi Pelayanan PPID Paca wakkunyd

- Publikasi Rapat Evaluasi
kepada petugas PPID

- Rapat Evaluasi Layanan
PPID

- Pembuatan Laporan
Singkat hasil rapat
evaluasi kinerja

&

Output Kegiatan

Output  kegitan Sangat  relevan dengan

Terhadap Laporan Singkat Evaluasi Kegiatan

Pemecahan Isu Kinerja Pelayanan PPID,

Keterkaitan (Whole of Government), Keginton sudah memenuni Materi  Whele oOfF J
(Etika Publik), Government . CuKka  Pubiik QL

Substansi Mata




(Akuntabilitas), (Komitmen |A¥untobiitas , Komit meN mutu, Nasionalisme

Pelatihan
Mutu), (Nasionalisme)
Kontribusi Berkonstribusi untuk seluruh |Se< uai denc)an U bagion  Humas

terhadap Tusi

organisasi

elemen bagian humas
mengetahui tentang layanan
PPID dan kinerja pegawainnya
dengan data yang jelas. Hal
tersebut akan membuat
bagian humas mempunyai
dasar untuk terus
meningkatkan pelayanan
terutama pada bidang PPID.

Penguatan Nilai

Organisasi

Kegiatan analisis data survey Me|gn Wemilki  persiapan dengan berintegritas
indeks kepuasan masyarakat |gan proge ¢ nal

ini akan memperkuat nilai
Profesional, Akuntabel, dan

Integritas yang seluruhnya

didasari dengan Religius.

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta

Dwi Desilvani

NIP

199412032018012002

Unit Kerja Hubungan Masyarakat
Jabatan Pranata Humas
Isu Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1) Kegiatan 5 : Publikasi Laporan Pelayanan PPID

Penyelesaian Kegiatan
y g CatatanMentor Paraf Mentor
Waktu Konsul :
Tehapan Kegiatan | - Perencanasn Rapat Tahapan  keqioeon o \aksanokan cedikit  ieb'in
Evaluasi Pelayanan PPID . ) . ;:
- Publikasi Rapat Evaluasi |/MA¥d  dan Pgrenuancon  KarenNa Untlk wemenuw l
kepada petugas PPID PeMermm g caton ppiD oW  kom & \n‘:orm ass Puscnt
- Rapat Evaluasi Layanan
PPID
- Pembuatan Laporan
Singkat hasil rapat
evaluasi kinerja = ®
Output Kegiatan Output  kegiaran camgat mMembantu  Kinema PP\
Terhadap Laporan tercantum di website
Pemecahan Isu
Keterkaitan (Etika Publik), Suctank’ udoh  cesudl dengan  Evika pubﬁK, Axuntubiitas,
Substansi Mata (Akuntabilitas), Noasionaneme, Whote¢ O Qovernement , Anti  korups) \iy




Pelatihan (Nasionalisme), (Whole of
Governement), Anti Korupsi

Kontribusi Berkontribusi untuk . _

Komnbu'n S Oﬂgqt seL Ul dmﬂ WT ng‘“‘qh

terhadap Tusi membantu kinerja anggota
i Humas Khosuspya dalem  PpID

organisasi dewan dengan akuntabel,
transparan dan profesional
karena dengan adanya
publikasi laporan pelayanan

PPID, masyarakat akan

mengetahui kinerja seluruh




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coz~



Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

(Akuntabilitas) (Etika
Publik) (Komitmen Mutu)

EN felat  gequar

Api Caa/; . suedm nen  mata

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Penyusunan yang dilakukan
dengan baik akan
menghasilkan survey yang
baik, netral dan adil, hal ini
akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
DPR RI serta meningkatkan
citra DPR RI untuk dapat
mendukung kinerja anggota

dewan dengan professional

{ev Koufri6ug

\opﬁ,‘a‘fm ot
tud  peucaparan Toss
orc)qkqus,'

dan akuntabel

B1/a

Penguatan Nilai Organisasi | Kegiatan penyusunan survey , T —
. (ﬁeg- < jwe -qu« pretn U Uj
kepuasan masyarakat ini
akan memperkuat nilai \P(V\CC‘PQJ an M lay o ani 995~ gL
Profesional, Akuntabel, dan g
/

Integritas yang seluruhnya

didasari dengan Religius.

AL




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta

Dwi Desilvani

NIP

199412032018012002

Unit Kerja Hubungan Masyarakat
Jabatan Pranata Humas
Isu Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1) Kegiatan 2: Penyebaran Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyelesaian Kegiatan

Waktu Konsul :

Catatan Coach

Paraf Coach

Tahapan Kegiatan

- Pembuatan Kuisioner IKM
dalam Google Form

- Pemberitahuan teknis
penyebaran kepada
petugas PPID

- Penyebaran IKM Kepada
Pemohon

Fegtabun 2ty
bl

Seay

C["([C(L( S analcar

Pevencang o —

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu

Data Kuisioner Kepuasan

Masyarakat Layanan PPID

( . / 7
D’Lt\h \oiSe L\/\U' aln / &(iabxa[(\’,j
Sfﬁva'lb'\' N {

T N, Pl |

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

(Etika Publik), (Komitmen
Mutu), (Akuntabilitas),
(Whole of Governement),
(Nasionalisme), (Anti

%[CL(/\ WL\C{O“—G \/\—y
Whong,  Plabhee

[u\% T
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Korupsi)

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Penyeberan survey yang
dilakukan dengan baik akan
menghasilkan survey yang
baik, netral dan adil, hal ini
akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
DPR RI serta meningkatkan
citra DPR RI untuk dapat
mendukung kinerja anggota
dewan dengan professional
dan akuntabel

koo Powfebaran  PrUey juon
Jgev\(cul((\evg,.' ’\[ho\ lewcercn &
W Granias

L(ﬂ\\)\i\w\ﬁ ‘é Ct"va, be fll\Uéuua’C‘/\
C{ew&cw\ (Ae(ﬁeq‘ U Ao

B

q
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Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan penyebaran survey
kepuasan masyarakat ini
akan memperkuat nilai
Profesional, Akuntabel, dan
Integritas yang seluruhnya

didasari dengan Religius.
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Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta

Dwi Desilvani

NIP

199412032018012002

Unit Kerja Hubungan Masyarakat
Jabatan Pranata Humas
Isu Evaluasi PPID yang Belum Terukur

1) Kegiatan 3 : Analisis Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan PPID

Penyelesaian Kegiatan
Catatan Coach

Waktu Konsul :

Paraf Coach

Tahapan Kegiatan

- Analisis data IKM

- Konsultasi dengan Pranata
Humas

- Konsultasi dengan Kepala
SubBagian dan Kepala
Bagian

7 TQ(AC\\P Gw ‘OeQ}alau Hva l/

Output Kegiatan Terhadap | Data Hasil Kinerja Pelayanan
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Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Analsis yang dilakukan
dengan baik akan
menghasilkan survey yang
baik, netral dan adil, hal ini
akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
DPR RI serta meningkatkan
citra DPR RI untuk dapat
mendukung kinerja anggota
dewan dengan professional
dan akuntabel

A
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Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan analisis data survey
indeks kepuasan masyarakat
ini akan memperkuat nilai
Profesional, Akuntabel, dan
Integritas yang seluruhnya

didasari dengan Religius.
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Nama Peserta | : | Dwi Desilvani

NIP :1199412032018012002

Unit Kerja :Ai——H_u_bungan Masyarakat [
Jabatan : ‘ Pranata Humas |
l Isu ‘ : ‘ Evaluasi PPID yang Belum Terukur

2) Kegiatan 4: Evaluasi Kinerja Survey Indeks Kepuasan Masarakat Pelayanan PPID

Penyelesaian Kegiatan
Waktu Kong1 -

Paraf Coach

Catatan Coach




mengetahui tentang layanan
PPID dan kinerja pegawainnya
dengan data yang jelas. Hal
tersebut akan membuat
bagian humas mempunyai
dasar untuk terus
meningkatkan pelayanan

terutama pada bidang PPID.

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan analisis data survey
indeks kepuasan masyarakat
ini akan memperkuat nilai
Profesional, Akuntabel, dan
Integritas yang seluruhnya

didasari dengan Religius.
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Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta |: | Dwi Desilvani

NIP :1199412032018012002

Unit Kerja : | Hubungan Masyarakat

Jabatan : | Pranata Humas

Isu : | Evaluasi PPID yang Belum Terukur

2) Kegiatan 5: Publikasi Laporan Pelayanan PPID

Penyelesaian Kegiatan Paraf Coach
Waktu Konsul : o A




(Nasionalisme), (Whole of
Governement), Anti Korupsi

D

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Berkontribusi untuk
membantu kinerja anggota
dewan dengan akuntabel,
transparan dan profesional
karena dengan adanya
publikasi laporan pelayanan
PPID, masyarakat akan
mengetahui kinerja seluruh
elemen DPR RI dan hal
tersebut dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan
citra yang positif terhadap
instansi DPR RI
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Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan analisis data survey
indeks kepuasan masyarakat
ini akan memperkuat nilai
Profesional, Akuntabel, dan
Integritas yang seluruhnya

didasari dengan Religius.




LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)




KATA PENGANTAR

Segala puji syukur rahmat dan hidayah kami persembahkan kehadirat Allah SWT,
Allah Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Akhir dari Survey Kepuasan Masyarakat di
Pelayanan Publik PPID Setjen dan BK DPR RI dapat diselesaikan. Laporan ini kami susun
untuk memenuhi tujuan dari Fungsi dan Tugas Setjen DPR RI. Penyusunan Laporan Survey

Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik PPID Setjen dan BK DPR RI ini merupakan
laporan bulan Agustus 2018.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI khususnya Bagian Humas Biro
Pemberitaan Parlemen mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak atas partisipasinya
dalam memberikan informasi kebutuhan Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat di
Pelayanan Publik PPID Setjen dan BK DPR RI. Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen
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manfaat.
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Ketua PPID Setjen dan BK DPR RI,
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, Hal ini
ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media
massa, sehingga dapat menumbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.
Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan amanat Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS) maka perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur
untik menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban
melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Begitu pula dengan PPID Setjen dan BK DPR RI, sebagai bentuk keterbukaan
informasi publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. PPID Setjen dan BK DPR RI berusaha hadir di tengah-tengah
masyarakat untuk membantu memenuhi permohonan data yang diinginkan oleh masyarakat.
PPID Setjen dan BK DPR RI saat ini sudah merambah dunia digital untuk dapat
memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang diinginkan. Selain terdapat dalam
website dpr.go.id, PPID Setjen dan BK DPR RI juga membuka pelayanan masyarakat dalam
permohonan informasi melalui website ppid.dpr.go.id. Dalam rangka meningkatkan
pelayanan masyarakat PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, dan Amanah) maka, PPID
Setjen dan BK DPR RI juga turut mengevaluasi kinerja petugas dengan melakukan Survey
Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Indeks
Kepuasan Masyarakat,

Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan, Survey Kepuasan Masyarakat



dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih penilaian terhadap
unsure pelayanan yang meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan
sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan
penyusunan survey, unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai

acuan untuk mengetahui kinetja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing,

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014
tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, Tim Survei PPID Setjen dan
BK DPR RI telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
PPID Setjen dan BK DPR RI.

1.2 Dasar Hukum

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 taun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik.

1.3 Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat

beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu:

a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyaakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandikan anatara harapan dan

kebutuhannya.,



Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independent, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik,

Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk
BUMN/BUMD dan BHMN,

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan
tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah
dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik.

Reponden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang
berada dilokasi unit pelayanan, atau yang pernah melakukan pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan,

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah

mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan yang telah dilakukan petugas PPID Setjen

dan DPR RI. Selain itu mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan

penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara

pelayanan publik.

1.5 Sasaran

Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat;

1.

Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat
dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna,;

Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik.



1.6 Manfaat

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat secara periodic, dapat diperoleh manfaat

sebagai berikut:

1

Diketahui Survei Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan public pada PPID Setjen dan BK DPR RI;

Diketahui kelemahan maupun kekurangan dari masing-maasing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayana publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu
dilakukan;

Munculnya persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya
peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan,

1.7 Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparaturan Negara Nomor 14 tahun 2017, yang kemudian dikembangkan

menjadi 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan
masyarakat adalah sebagai berikut:

1.

Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif,

Prosedur Pelayanan, adalah tat acara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
pberuma pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara dan masyarakat.
Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman,



. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini
adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara
untuk melaksanakan pelaynan sesuai dengan standar pelayanan.

. Sarana dan Prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasaranan adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses, Sarana digunakan untuk beda yang

bergeeak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.



BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN

2.1 Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada
unit Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen sebagai pelaksana PPID Setjen dan BK

DPR RI. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus 2018.
2.2 Persiapan

1. Penetapan Pelaksana
a. Penetapan Koordinator dan Tim Survey Kepuasan Masyarakat. Kemudia Tim

melakukan konsultasi dan diskusi dengan Pranata dan atasan unit terkait
mengenai kuesioner yang akan disebarkan. Kemudian Tim meyusun jadwal
penyebaran kuesioner dan menetapkan metode penyebaran yaitu melalui e-
survey. Lalu tim memberikan arahan kepada Tim yang bertugas untuk
menyebarkan kuesioner dengan efektif.

2. Penyiapan Bahan

a. Kuesioner

Dalam penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner
sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima
pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat
pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat

kepuasan masyarakat. Bentuk kuseioner sebagaimana terlampir.

b. Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 2(dua) bagian yaitu:

Bagian I :  Identitas responden meliputi usia, jenis
kelamin, pendidikan dan peketjaan, yang
berguna untuk menganlisis profil responden

dalam penilainnya terhadap unit pelayanan



C.

instansi pemerintah
Bagian IT :  Mutu pelayanan publik adalah pendapat
penerima pelayanan (masyarakat), atas
pelayanan yang diberikan petugas
Bentuk Jawaban
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai
dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang
baik diberinilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi

nilai 4.

2.3 Pengumpulan Data

L.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang
menjadi pemohon data kepada PPID Setjen dan BK DPR RI dengan jumlah
responden 124 orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam
periode bulan Juli hingga bulan Agustus 2018. Untuk memperoleh data yang
akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap 9 unsur
pelayanan yang ditetapkan dan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan dengan

pelayanan yang ada.

Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua

cara sebagai berikut :

a. Dilakukan, sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di
tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, walaupun
sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan,

b. Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh:

1) Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini
hasilnya kemungkinan besar akan subyektif. Untuk mengurangi
subyektifitas hasil penyusunan survey, dapat melibatkan unsur

pengawasan atau sejenisnya yang terkait.



2) Unit Independen yang sudah berpengalaman, baik untuk tingkat
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Independensi ini perlu

ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif,

2.4 Pengolahan dan Analisis Data

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan
menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk
dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017, schingga suda sesuai dengan standar
nasional. Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik
unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk
memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat
lebih bermanfaat.

2.4.1 Metode Pengolahan Data
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan “nilai
rata-rata  tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam
penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan
yang dipertanyakan dan dikaji, setiap unsur pelayanan memilkki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

ilai o JumlalBobat 1
Bobot Nilai rata-rata tertumbang = =" = = = 0.1

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunaka pendekatan nilai

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

SKM = Total dari nilai persepsi per unsur
Total unsur yang terisi

x Nilai Penimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-
100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar

25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM unit pelayanan x 23




Mengingat unit pelayanan mempuntai karakteristik yang berbeda beda,

maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

a. Menambah unsur yang dianggap relevan

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang
dominan dalam unit pelayanan dengan catatan jumlah bobot unsur
tetap 1.

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja

Unit Pelayanan

NILAI NILAI NILAI MUTU KINERJA
PERSEPSI | INTERVAL KONVERSI SKM | PELAYANAN | UNIT
SKM PELAYANAN

1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak
Memuaskan

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang
Memuaskan

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Memuaskan

4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat
Memuaskan

2.4.2 Perangkat Pengolahan
a. Pengolahan dengan komputer
Data entry dan penghitungan survey dapat dilakukan dengan program
komputer/system data base (Microsoft Excel),

b. Pengolahan secara manual
1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam
formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan
11,dimana dari 11 pertanyaan tersebut, mengandung 9 unsur
pelayanan yang harus dilakukan survei.
2) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur
pelayanan dan nilai survey unit pelayanan adalah sebagai berikut:

a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan



Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan
(kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh
responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan,
masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan
jumlah responden yang mengisi. Setelah mendapat nilai rata-
rata setiap pertanyaan, dicarilah nilai rata-rata per unsur
pelayanan. Hal ini dilakukan karena ada tiga unsur yang harus
dinilai menggunakan dua pertanyaan karena harus
menyesuaikan pelayanan yang ditawarkan di dalam PPID
Setjen dan BK DPR RI.
b) Nilai Survey Pelayanan
Untuk mendapatkan nilai survey unit pelayanan, ke 9 unsur dari
nilai rata-rata tertibang tersebut pertanyaan tersbeut
dijumlahkan.
2.43 Pengujian Kualitas Data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dala masing-masing
kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang
dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan pekerjaan
utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden
dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis
objektivitas.



BAB III

HASIL PENGUKURAN

3.1 Data Hasil Penyusunan Survei

Data akhir kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dari setiap unit

pelayanan dengan data kuesioner berjumlah 124 lembar, disusun dengan materi utama

sebagai berikut:

a. Survei per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap
unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun
nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai
rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu

0,1. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana

table berikut:
NO | PERTANYAAN (UNSUR PELAYANAN) | NILAI
UNSUR
PELAYANAN
1. Pertanyaan 1 (Persyaratan Pelayanan) 3,29
2, Pertanyaan 2 (Prosedur Pelayanan) 3,44
3 Pertanyaan 3 (Waktu Pelayanan) 3,40
4, Pertanyaan 4 (Kompetensi Pelayanan) 3,48
3 Pertanyaan 5 (Waktu Pelayanan Respon | 3,37
Petugas)
6. Pertanyaan 6 (Perilaku Pelaksana) 3,60
y Pertanyaan 7 (Biaya/Tarif) 3,63
8. Pertanyaan 8 (Kesesuaian Jenis Layanan) 3,47
9. Pertanyaan 9 (Sarana dan Prasarana Wesbite | 3,32
PPID)
10. | Pertanyaan 10 (Sarana dan Prasarana | 3,42
Wesbite PPID)




Maka untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai
berikut:

(329 0,1) + (3,44 x 0,1) + (3,40 x 0,1) + (3,48 x 0,1) + (3,37 x 0,1) + (3,60 x 0,1) +
(3,63 x0,1) + (3,47 x 0,1) + (3,32 x 0,1) + (3,42 x 0,1) = Nilai Survei adalah 3,44

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survey x Nilai Dasar
=3,44 x 25 = 86,03
b. Mutu Pelayanan A

c. Kinerja unit pelayanan adalah Sangat Memuaskan

Sebagaimana diketahui bahwa ketegori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah
sebagai berikut :

NILAI NILAI NILAI MUTU KINERJA
PERSEPSI | INTERVAL KONVERSI SKM | PELAYANAN | UNIT
SKM PELAYANAN

1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak
Memuaskan

2 1,76-2,50 43,76-62,50 & Kurang
Memuaskan

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Memuaskan

4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat
Memuaskan

Tabel 2. Kategori Mutu Pelayanan

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap
unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval

SKM 3,26-4,00 atau Sangat Memuaskan merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu
dipertahankan, yaitu

1. Biaya/Tarif



2. Perilaku Pelaksana

3. Kompetensi Pelayanan

Sedangkan unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sarana dan Prasarana Tampilan Website PPID
3. Waktu Pelayanan Respon Petugas

Berdasarkan hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terkait adanya beberapa
unsur kepuasan masyarakat yang perlu ditingkatkan unsur persyaratan dan tampilan website
PPID yang tergolong rendah dibandingkan dengan unsur lainnya. Masyarakat banyak pula
yang mengeluhkan dengan terlihat sulitnya serta tampilan yang kurang menarik dari website
PPID. Dapat dilihat dari saran yang diberikan dari salah satu responden mengenai kurang

menariknya website PPID dan masih sulitnya persyaratan pelayanan bagi masyarakat,

“Websitenya mungkin bisa diperbaiki, apalagi bagi pengunjung yg kemampuan
internetnya pas-pasan. Misalnya saya, disuruh upload scan identitas, sudah diupload, tp di
notifikasinya masih ada warning terhadap hal tersebut. ini agak merepotkan. lalu, nama
akun dan password, kenapa tidak bisa diganti? walaupun ada tombol untuk ganti, tetap
kembali ke password awal. Usul saya, bgaimana klo ppid DPR spt e-ppid lembaga lain,
pemohon informasi tidak harus memiliki akun di web nya dulu, terima kasih. Bravo PPID
DPR, tetap semangat demi keterbukaan"-Perempuan 34 Tahun, ASN

Website PPID yang sedang digunakan saat ini memang masih dalam perkembangan oleh
unit terkait. Website PPID saat ini memang dirasakan masih kurang terlihat menarik dan
terkesan tidak rapih membuat masyarakat menjadi lebih sulit mengakses PPID, bahkan untuk

mendaftar dan memasukan data masih sering sekali sulit dicatat oleh sistem.

Dalam rangka mewujudkan komitmen pelayanan publik yang lebih baik, maka survey
tentang opini public dalam hal kepuasan masyarakat atas pelayanan PPID Setjen dan BK
DPR RI dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.



3.2 Evaluasi Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Terkait dengan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 mengenai

pelayanan PPID Setjen dan BK DPR RI, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi,

diantaranya,

1. Perlunya upgrade website PPID untuk dapat mencantumkan kuesioner Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat secara otomatis agar setiap pemohon dapat secara
langsung mengisi kuesioner.

2. Beberapa masyarakat yang mengisi kuesioner masih memberikan jawaban yang

normatif dan seadanya



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa :

|

Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan PPID Setjen dan BK DPR RI
dipersepsikan baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Survei
Kepuasan Masyarakat yang diperoleh berkisar antara 81,26-100,00. Nilai SKM yang
diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 86,03

Semua unsur menujukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata indeks 3,44. Hal ini

menujukkan bahwa pelayanan PPID Setjen dan BK DPR RI sangat memuaskan.

4.2 Rekomendasi

Perlunya upaya mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan
melakukan upaya peningkayan kualitas pelayanan secara konsisten terutama
mempertahankan kesopanan dan keramahan petugas.

Diperlukan tampilan website yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dapat
meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan PPID Setjen dan BK DPR RI
Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus
memberikan reward serta motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik
lagi dalam pelayanan PPID Setjen dan BK DPR RI.



KOMISI INFORMASI PUSAT

DATA RESPONDEN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2018

Data Badan Publik
Nama Badan Publik : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
: JI. Jenderal Gatot Subroto RT.1/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, RT.1/RW.3, Gelora, Kota
Alamat Badan Publik Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

No. Telp/Faks :021 5715349
: www.dpr.go.id / www.ppid.dpr.go.id
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KOMISI INFORMASI PUSAT

DATA RESPONDEN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2018

Data Responden
Nama Responden : Dra. Tri Hastuti
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik (PIP)
No. Telp/HP :021 5715425/5715349
E-mail : astuti.dpr@gmail.com

Data PPID /Pejabat di bidang Informasi, Komunikasi atau Kehumasan

Nama PPID/Pejabat di bidang
Informasi, Komunikasi atau

Kehumasan :Y.0.I Tahapari, S.H., M.Si.
No. Telp/HP :0215715348/081283812888
E-mail : y.tahapari@dpr.go.id
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DATA RESPONDEN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2018

Jakarta, 31 Agustus 2018

Mengetahui dan Menyetujui,

Responden PPID/Pejabat di bidang Informasi,
Komunikasi atau Kehumasan

Qi

Dra. Hastuti Y.0.I Tahapari, S.H., M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/14693/SETJEN DAN BK-DPRRI/BP.02/08/2018 31 Agustus 2018
Perihal : Penyampaian Hard Copy

YTH.

KOMISI INFORMASI PUSAT RI

DI

JAKARTA.

Bersama ini kami sampaikan hard copy formulir pengisian
monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi pada Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian DPR RI. Kami juga telah mengirimkan soft copy ke
monev2018@komisiinformasi.go.id.

Demikian, atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima
kasih.

Ketua PPID
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,

Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si ¥
NIP. 19601002 198203 1 004
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